
 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

NOMOR W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG, 
 

Menimbang :       a.  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan 

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib 

menetapkan standar pelayanan; 

b.  bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar 

pelayanan untuk jenis pelayanan bagi warga Indonesia dan warga negara asing 

yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi 

Kelas II TPI Sabang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang 

perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa 

dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur 

Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya 

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap serta 

pengecualian dari kewajiban memilki izin tinggal; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi; 

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; 

10. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Nomor 

W.1.IMI.IMI.3-814.OT.01.03 TAHUN 2023 tentang Tim Penyusunan Standar 

Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun Anggaran 2022. 

 



MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI 

SABANG 

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

meliputi ruang lingkup: 

1. Pelayanan Paspor 

a. Paspor Baru / Penggantian Secara Aplikasi Antrian Paspor Online 

b. Paspor Baru / Penggantian Secara Walk in / Datang Langsung; 

c. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang; 

d. Perubahan Data; 

2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing 

a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan : 

- Perpanjangan Visa Kunjungan Saat Kedatangan 

- Perpanjangan Visa Kunjungan 1 kali Perjalanan 

b. Pemberian Izin Tinggal Terbatas; 

c. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas; 

d. Pemberian Izin Tinggal Tetap; 

e. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap; 

f. Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan; 

g. Pemberian Izin Tinggal Terpaksa bagi Warga Negara Asing : 

- Alasan Kemanusian; 

- Bencana Alam; 

- Berada di wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi 

yang tidak ditempatkan di Rudenim; 

- Dalam proses hukum atau sedang dalam penanganan aparat penegak 

hukum dan tidak dilakukan penahanan atau di penjara; 

- Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana 

bersyarat. 

h. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda; 

i. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit); 

j. Surat Keterangan Keimigrasian; 

k. Pengembalian Dokumen. 

3. Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut 

Sabang dan Bandar Udara Maimun Saleh Sabang 

a. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Masuk ke Wilayah 

Indonesia; 

b. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Keluar Wilayah 

Indonesia; 

c. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang 

Masuk Wilayah Indonesia; 

d. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang 

Keluar Wilayah Indonesia 

e. Pemeriksaan Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda; 

f. Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak alat angkut Warga Negara 

Indonesia yang masuk wilayah Indonesia; 

g. Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak alat angkut Warga Negara 

Indonesia yang Keluar wilayah Indonesia 

h. Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak alat angkut Warga Negara Asing 

yang masuk wilayah Indonesia; 

i. Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak alat angkut Warga Negara Asing 

yang Keluar wilayah Indonesia; 

j. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Nahkoda, Awak Kapal, dan Tenaga 

Ahli Asing; 

k. Penolakan Masuk Wilayah Indonesia bagi Warga Orang Asing; 

l. Penolakan Keluar wilayah Indonesia bagi Warga Orang Asing; 

m. Penolakan Keluar Wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia; 

n. Penanggung Jawab Alat Angkut. 
 



KETIGA :  Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib 

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian 
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

KEEMPAT :  Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan 
Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini. 

KELIMA :  Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 

 
 

Ditetapkan di Sabang, 

pada tanggal 03 Maret 2023 

Kepala Kantor, 

 
 

Lutfi 

NIP.196912221991031001 

 
 

Tembusan : 

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh; dan 

2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH ACEH 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 
Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 

Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI 

DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA 
 

 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
 

1. 
 

Paspor 
Baru/Penggantian 
melalui Aplikasi 
Antrian Paspor 
Online 

 

Untuk Dewasa: 

1. Mengisi formulir 
permohonan dengan 
melampirkan: 

a. KTP Elektronik yang 
masih berlaku; 

b. Kartu Keluarga; 
c. Akte Kelahiran/Akte 

Perkawinan/Buku 
Nikah/Ijazah/Surat 
Baptis. 

 

2. Surat Pewarganegaraan 
Indonesia bagi  orang 
asing yang memperoleh 
kewarganegaraan 
Indonesia    melalui 
pewarganegaraan  atau 
penyampaian 
pernyataan     untuk 
memilih 
kewarganegaraan sesuai 
dengan   ketentuan 
peraturan  perundang- 
undangan; 

 

3. Surat Penetapan Ganti 
Nama dari pejabat yang 
berwenang bagi yang 

 
Awal Pendaftaran Antrian Paspor: 

1. Pemohon dapat meng-instal 
Aplikasi Antrian Paspor melalui 
Play Store atau membuka Website 
Antrian Paspor 
https://antrian.imigrasi.go.id/; 

2. Untuk Pemohon pengguna baru 
silakan melakukan pendaftaran 
pada link Pendaftaran, 
Selanjutnya Pemohon melengkapi 
pengisian data pada Form 
Pendaftaran; 

3. Setelah itu Pemohon melakukan 
konfirmasi email dari Direktorat 
jenderal Imigrasi hingga muncul 
pesan “Aktivasi Akun Berhasil”; 

4. Pemohon  membuka kembali 
Aplikasi Antrian Paspor atau 
laman 
https://antrian.imigrasi.go.id/  dan 
Login dengan Akun yang telah 
diaktivasi; 

 
 

5. Selanjutnya Pemohon memilih 
Kantor Imigrasi yang dituju serta 
tanggal kedatangan, waktu 
kedatangan dan jumlah Pemohon 

 
3 (Tiga) Hari Kerja 
setelah Pemohon 
melakukan 
Pembayaran di 
Bank 
Persepsi/Kantor 
Pos 

 
1. Paspor Biasa 48 

Halaman untuk 
WNI Rp 
350.000,- 

 

2. Layanan 
Percepatan 
Paspor Selesai 
Pada Hari yang 
Sama 
Rp 1.000.000,- 

 
Paspor biasa 48 
Halaman 

 
Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com
https://antrian.imigrasi.go.id/
https://antrian.imigrasi.go.id/
https://kanimsabang.kemenkumam.go.id/
https://kanimsabang.kemenkumam.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
  telah mengganti nama; 

 
4. Paspor lama bagi yang 

telah memiliki paspor. 
 

Untuk Anak Dibawah Umur 
17 Tahun: 

1. Surat Permohonan dari 
orang tua (bermaterai); 

 

2. Mengisi formulir dengan 
melengkapi 
persyaratan: 

a. KTP Elektronik orang 
tua; 

b. Kartu Keluarga; 
c. Akte Kelahiran; 
d. Akte Perkawinan /Buku 

Nikah Orang Tua; 
e. Surat Penetapan Ganti 

Nama dari pejabat yang 
berwenang bagi yang 
telah mengganti nama 

f. Paspor Lama bagi yang 
telah memiliki paspor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGGANTIAN PASPOR 

(Penerbitan Paspor Tahun 
2009 Ke Atas) 

 

Untuk Dewasa: 

1. KTP Elektronik; 
2. Paspor Lama. 

 

Untuk Anak Dibawah Umur 
17 Tahun: 

1. Surat Permohonan dari 
orang tua (Bermaterai); 

2. KTP Elektronik Orang 
Tua; 

3. Paspor Lama. 

(setiap akun dibatasi hanya untuk 
5 Pemohon); 

6. Tahap akhir pendaftaran Pemohon 

dimohon melengkapi Nama dan 
Nomor Induk Kependudukan 
seluruh Pemohon hingga proses 
pendaftaran selesai dan dapat 
menuju Kantor Imigrasi pada 
waktu yang telah dipilih dengan 
membawa bukti pendaftaran 
online dan persyaratan. 

 

Kedatangan Pertama (Hari 
Pertama): 

1. Pemohon datang membawa 
berkas persyaratan serta bukti 
pendaftaran Online; 

2. Petugas Customer Care 
memeriksa kelengkapan berkas 
persyaratan Pemohon 
(persyaratan lengkap Pemohon 
lanjut ke tahap No. 3 apabila tidak 
lengkap Pemohon dipersilahkan 
untuk melengkapi persyaratan 
terlebih dahulu) 

3. Pemohon mengisi Formulir (Perdim 
11), Surat Pernyataan (untuk 
Orang Dewasa) atau Surat 
Permohonan (untuk anak dibawah 
umur) dan melengkapi 
persyaratan; 

4. Setelah pengisian selesai Petugas 
Customer Care memberikan 
nomor antrian kepada Pemohon 
untuk tahap verifikasi data, foto 
biometrik, sidik jari dan wawancara; 

5. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan berkas 
persyaratan permohonan paspor 
kepada Petugas untuk 
pengentrian dan verifikasi data; 

6. Selanjutnya Pemohon 
melanjutkan pada tahap foto 
biometrik, sidik jari dan wawancara 
dengan menunjukkan seluruh    
dokumen    Asli    sesuai 
dengan dokumen fotocopy yang 
terlampir pada berkas 

    



 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
   permohonan; 

7. Pemohon mendapatkan bukti 
pengantar pembayaran dari 
Petugas untuk melakukan 
pembayaran; 

8. Pemohon dapat melakukan 
pembayaran pada Bank 
Persepsi/Kantor Pos mana saja. 

Pemohon akan kembali ke Kantor 
Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada 
kedatangan kedua (hari keempat), 
pada pukul 13.00-15.30 WIB. 
Apabila pengambilan paspor 
dilakukan setelah hari keempat, 
maka dapat dilakukan mulai pukul 
08.00-15.30 WIB. 

 

Kedatangan Kedua (Hari Keempat): 

1. Pemohon mengambil nomor 
antrian pengambilan paspor; 

2. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan nomor 
antrian dan tanda bukti 
pembayaran paspor; 

3. Pemohon menerima paspor 
yang telah dicetak. 

    

 

2. 
 

Paspor 
Baru/Penggantian 
Secara Walk 
In/Datang 
Langsung 

 

Untuk Dewasa: 

1. Mengisi formulir 
permohonan dengan 
melampirkan: 

a. KTP Elektronik yang 
masih berlaku; 

b. Kartu Keluarga; 

c. Akte Kelahiran/Akte 
Perkawinan/Buku 
Nikah/Ijazah/Surat 
Baptis. 

 

2. Surat Pewarganegaraan 
Indonesia bagi  orang 
asing yang memperoleh 
kewarganegaraan 
Indonesia  melalui 
pewarganegaraan  atau 
penyampaian 
pernyataan untuk 

 

Kedatangan Pertama (Hari 
Pertama): 

1. Pemohon datang membawa 
berkas persyaratan; 

2. Petugas Customer Care 
memeriksa kelengkapan berkas 
persyaratan Pemohon 
(persyaratan lengkap Pemohon 
lanjut ke tahap No. 3 apabila tidak 
lengkap Pemohon dipersilahkan 
untuk melengkapi persyaratan 
terlebih dahulu); 

3. Pemohon mengisi Formulir 
(Perdim 11), Surat Pernyataan 
(untuk Orang Dewasa) atau Surat 
Permohonan (untuk anak dibawah 
umur) dan melengkapi 
persyaratan; 

4. Setelah pengisian selesai 
Petugas Customer Care 

 

3 (Tiga) Hari Kerja 
setelah Pemohon 
melakukan 
Pembayaran di 
Bank 
Persepsi/Kantor 
Pos 

 

1. Paspor Biasa 48 
Halaman untuk 
WNI Rp 
350.000,- 

 

2. Layanan 
Percepatan 
Paspor Selesai 
Pada Hari yang 
Sama 
Rp 1.000.000,- 

 
Paspor biasa 48 
Halaman 

 
Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
  memilih 

kewarganegaraan sesuai 
dengan  ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan; 

 

3. Surat Penetapan Ganti 
Nama dari pejabat yang 
berwenang bagi yang 
telah mengganti nama; 

 

4. Paspor lama bagi yang 
telah memiliki paspor. 

 

Untuk Anak Dibawah Umur 
17 Tahun: 

1. Surat Permohonan dari 
orang tua (bermaterai); 

 

2. Mengisi formulir dengan 
melengkapi 
persyaratan: 

a. KTP Elektronik orang 
tua; 

b. Kartu Keluarga; 
c. Akte Kelahiran; 
d. Akte Perkawinan /Buku 

Nikah Orang Tua; 
e. Surat Penetapan Ganti 

Nama dari pejabat yang 
berwenang bagi yang 
telah mengganti nama 

f. Paspor Lama bagi yang 
telah memiliki paspor. 

 

PENGGANTIAN PASPOR 

(Penerbitan Paspor Tahun 
2009 Ke Atas) 

 

Untuk Dewasa: 

1. KTP Elektronik; 
2. Paspor Lama. 

 

Untuk Anak Dibawah Umur 
17 Tahun: 

1. Surat Permohonan dari 
orang tua (Bermaterai); 

2. KTP Elektronik Orang 
Tua; 

memberikan nomor antrian 
kepada Pemohon untuk tahap 
verifikasi data, foto biometrik, sidik 
jari dan wawancara; 

5. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan berkas 
persyaratan permohonan paspor 
kepada Petugas untuk 
pengentrian dan verifikasi data; 

6. Selanjutnya  Pemohon 
melanjutkan pada tahap foto 
biometrik, sidik jari dan wawancara 
dengan menunjukkan seluruh 
dokumen Asli sesuai dengan 
dokumen fotocopy yang terlampir
pada  berkas 
permohonan; 

7. Pemohon mendapatkan bukti 
pengantar pembayaran dari 
Petugas untuk melakukan 
pembayaran; 

8. Pemohon dapat melakukan 
pembayaran pada Bank 
Persepsi/Kantor Pos mana saja. 

 
 

 
Pemohon akan kembali ke Kantor 
Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada 
kedatangan kedua (hari keempat), 
pada pukul 13.00-15.30 WIB. 
Apabila pengambilan paspor 
dilakukan setelah hari keempat, 
maka dapat dilakukan mulai pukul 
08.00-15.30 WIB. 

 

Kedatangan Kedua (Hari Keempat): 

1. Pemohon mengambil nomor 
antrian pengambilan paspor; 

 

2. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan nomor 
antrian dan tanda bukti 
pembayaran paspor; 

 

3. Pemohon menerima paspor yang 
telah dicetak. 

    

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 



 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
  3. Paspor Lama.      

 

3. 
 

Penggantian 
Paspor Karena 
Rusak/Hilang 

 

Untuk Dewasa: 

1. Mengisi formulir 
permohonan dengan 
melampirkan: 

 

a. Surat Kehilangan dari 
Kepolisian (paspor 
hilang); 

b. KTP Elektronik yang 
masih berlaku; 

c. Kartu Keluarga; 
d. Akte Kelahiran/Akte 

Perkawinan/Buku 
Nikah/Ijazah/Surat 
Baptis. 

 
 

2. Surat Pewarganegaraan 
Indonesia bagi orang 
asing yang memperoleh 
kewarganegaraan 
Indonesia  melalui 
pewarganegaraan atau 
penyampaian 
pernyataan   untuk 
memilih 
kewarganegaraan 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

 

3. Surat Penetapan Ganti 
Nama bagi yang telah 
mengganti nama; 

 

4. Paspor lama bagi yang 
telah memiliki paspor 
(paspor rusak); 

 

5. Mengisi Surat 
Pernyataan bermaterai, 
(jika diperlukan); 

 

Untuk Anak Dibawah Umur 
17 Tahun: 
1. Surat Permohonan dari 

orang tua (bermaterai); 

 

Proses BAP (Hari Pertama): 

1. Pemohon datang ke Kantor 
Imigrasi dengan membawa 
seluruh berkas persyaratan untuk 
permohonan Penggantian 
dokumen Asli dan fotocopy serta 
Surat Keterangan Hilang dari 
Kepolisian (bagi Pemohon 
penggantian paspor karena 
Hilang) diserahkan kepada Seksi 
Intelijen dan Penindakan 
Keimigrasian untuk dilakukannya 
proses pembuatan Berita Acara 
Pemeriksaan/Pendapat; 

2. Petugas akan membuatkan Berita 
Acara Pemeriksaan dan Berita 
Acara Pendapat; 

3. Proses selanjutnya pembuatan 
Surat Persetujuan dari Kepala 
Kantor Imigrasi; 

4. Setelah mendapat Surat 
Persetujuan dari Kepala Kantor 
Imigrasi, proses berikutnya 
dilanjutkan dengan pembuatan 
paspor. 

 

Prosedur Pembuatan Paspor (Hari 
Keempat): 

1. Pemohon mengisi Formulir (Perdim 
11), Surat Pernyataan (untuk 
Orang Dewasa) atau Surat 
Permohonan (untuk anak dibawah 
umur) dan melengkapi 
persyaratan; 

2. Setelah pengisian selesai 
Petugas Customer Care 
memberikan nomor antrian 
kepada Pemohon untuk tahap 
verifikasi data, sidik jari, foto 
biometrik dan wawancara; 

3. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan berkas 
persyaratan permohonan paspor 
kepada Petugas untuk 
pengentrian dan verifikasi data; 

4. Selanjutnya Pemohon 
melanjutkan pada tahap foto 

 

6 (Enam) Hari 
Kerja, yaitu: 

 

3 (Tiga) Hari Kerja*) 
untuk BAP (jadwal 
ditentukan) 

 

*)bila tidak ada 
permasalahan 
lainnya 

 

3 (Tiga) Hari Kerja 
untuk Penyelesaian 
Paspor. 

 

1. Paspor Biasa 48 
halaman Rp 
350.000; 

 

2. Biaya Beban 
Paspor Hilang 
Rp 1.000.000,- 

 

3. Biaya Beban 
Paspor Rusak 
Rp 500.000,- 

 

Paspor biasa 48 
Halaman 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
   

2. Mengisi formulir dengan 
melengkapi persyaratan: 

a. Surat Kehilangan dari 
Kepolisian (paspor 
hilang 

b. KTP Elektronik orang 
tua; 

c. Kartu Keluarga; 
d. Akte Kelahiran; 
e. Akte Perkawinan /Buku 

Nikah Orang Tua; 
f. Paspor Orang Tua yang 

masih berlaku (jika 
memiliki); 

g. Paspor Lama bagi yang 
telah memiliki paspor; 

biometrik, sidik jari dan wawancara 
dengan menunjukkan seluruh 
dokumen Asli sesuai dengan 
dokumen fotocopy yang terlampir
 pada berkas 
permohonan; 

5. Pemohon mendapatkan bukti 
tanda terima permohonan dari 
Petugas untuk melakukan 
pembayaran; 

6. Pemohon dapat melakukan 
pembayaran pada Bank 
Persepsi/Kantor Pos mana saja. 

Pemohon akan kembali ke Kantor 
Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada 
kedatangan kedua (hari keempat), 
pada pukul 13.00-15.30 WIB. 
Apabila pengambilan paspor 
dilakukan setelah hari keempat, 
maka dapat dilakukan mulai pukul 
08.00-15.30 WIB. 

 

Kedatangan Kedua (Hari Keempat): 

1. Pemohon mengambil nomor 
antrian pengambilan paspor; 

2. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan nomor 
antrian dan tanda bukti 
pembayaran paspor; 

3. Pemohon menerima paspor yang 
telah dicetak. 

    

 
4. 

 
Perubahan Data 

 

1. KTP Elektronik yang 
masih berlaku; 

 

2. Akte Kelahiran/Akte 
Perkawinan/Buku 
Nikah/Ijazah /Surat 
Baptis. 

 

3. Paspor yang masih 
berlaku. 

 

Mekanisme dapat melalui Walk In 
(datang langsung) dengan Prosedur 
sebagai berikut: 

 

Kedatangan Pertama (Hari 
Pertama): 

1. Pemohon datang membawa 
berkas persyaratan pendukung 
untuk perubahan data; 

2. Petugas Customer Care 
memeriksa kelengkapan berkas 
persyaratan Pemohon 
(persyaratan lengkap Pemohon 
lanjut ke tahap No. 3 apabila 
tidak lengkap Pemohon 
dipersilahkan untuk melengkapi 

 

2 (Dua) Hari Kerja 
 

Tidak Ada Biaya 
 

Pengesahan 
perubahan data 
pada halaman 
Pengesahan/en 
dorsement 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 
@ImigrasiSabang 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 

No. 
Jenis Produk 

Layanan 

 

Persyaratan 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 

Jangka Waktu 
 

Biaya Tarif 
Produk 

Layanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
   persyaratan terlebih dahulu); 

3. Pemohon mengisi Formulir 
(Perdim 11) dan Surat 
Pernyataan untuk keterangan 
perubahan data; 

4. Petugas menyerahkan dokumen 
persyaratan kepada Kepala 
Kantor Imigrasi atau Pejabat 
Imigrasi untuk mendapat 
persetujuan perubahan data; 

5. Selanjutnya Petugas melakukan 
penginputan data untuk 
perubahan data yang diajukan 
oleh Pemohon dan memberikan 
tanda bukti permohonan 
perubahan data kepada 
Pemohon untuk pengambilan 
paspor; 

6. Petugas melakukan pencetakan 
perubahan data pada halaman 
pengesahan/endorsement. 

 

Kedatangan Kedua (Hari Kedua): 

1. Pemohon mengambil nomor 
antrian untuk pengambilan 
paspor; 

2. Saat nomor antrian dipanggil, 
Pemohon menyerahkan nomor 
antrian dan tanda bukti untuk 
pengambilan paspor; 

3. Pemohon menerima paspor yang 
telah dicetak perubahan 
data pada halaman 
pengesahan/endorsement. 

    

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 

Mengetahui, 
Kepala Kantor 

 
 
 

Lutfi 

NIP. 196912221991031001 



Lampiran 3 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH ACEH 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 
Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 

Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI 

DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA 
 

 
No. 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, atau 

Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 

1. 
 

Paspor 
Baru/Penggantia 
n melalui 
Aplikasi Antrian 
Paspor Online 

 

1. Undang-undang No. 
6 Tahun 2011 
tentang 
Keimigrasian; 

 

2. Peraturan 
Pemerintah No. 31 
Tahun 2013 tentang 
Peraturan 
Pelaksana Undang- 
undang No. 6 Tahun 
2011 tentang 
Keimigrasian; 

 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2019 
tentang Jenis dan 
Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang 
Berlaku pada 
Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia; 

 

1. Komputer 
2. Filling Cabinet 
3. Scanner 
4. Kamera 
5. Printer 
6. Pemindai Sidik 

Jari 
7. Kursi Ruang 

Tunggu 
8. Mesin Nomor 

Antrian 
9. Writing Desk 

10. Mesin Cetak 
Paspor 

11. Mesin Laminating 
12. TV Ruang 

Tunggu 

 

a. Pegawai 
yang telah 
lulus dan 
diangkat 
menjadi 
PNS; 

b. Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

c. Surat 
Keputusan 
Kepala 
Kantor 
tentang 
Pelaksanaan 
Tugas. 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi; 

 

2. Kepala Seksi 
Lalu Lintas 
dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian; 

 

3. Kepala Seksi 
Intelijen dan 
Penindakan 
Keimigrasian; 

 

4. Kepala Sub 
Seksi Lalu 
Lintas 
Keimigrasian 

 

4 Petugas 
2 Orang PPNPN 

 

1. Pelayanan 
Permohonan 
Paspor yang 
diproses 
merupakan 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
lengkap dan 
benar; 

2. Prosedur 
yang 
dilakukan 
dalam 
pelayanan 
Paspor telah 
sesuai 
dengan SOP 
dan 
peraturan 
perundang- 
undangan 
yang berlaku; 

3. Biaya yang 
dibayarkan 
oleh 
Pemohon 
telah sesuai 

 

1. Implementasi 
Motto 
Pelayanan dan 
Maklumat 
Pelayanan; 

 

2. Penandatangan 
Pakta Integritas 
oleh Seluruh 
Pegawai Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

 

Evaluasi 
perhari  dan 
perkegiatan 
dan pelayanan 
melalui 
Pelaksanaan 
Rapat rutin 
minimal 1 

(Satu)    kali 
dalam sebulan 
mengenai 
pelayanan 
Paspor   agar 
pelayanan 
dapat  terus 
ditingkatkan 
yang dipimpin 
oleh Kepala 
Seksi Lalu 
Lintas dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Kantor 
Imigrasi Kelas 
II TPI Sabang 

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com


  4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
No. 8 Tahun 2014 
tentang Paspor 
Biasa dan Surat 
Perjalanan Laksana 
Paspor; 

 

5. Surat   Edaran 
Direktur  Jenderal 
Imigrasi No. IMI- 
UM.01.01-4166 
tanggal 16 Oktober 
2017   tentang 
Implementasi 
Aplikasi Pendaftaran 
Antrian Permohonan 
Paspor Secara 
Online 

    dengan tarif 
yang diatur 
dalam 
peraturan 
perundang- 
undangan. 

  

 

2. 
 

Paspor 
Baru/Penggantia 
n Secara Walk 
In/Datang 
Langsung 

 

1. Undang-undang 
No. 6 Tahun 2011 
tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah No. 31 
Tahun 2013 
tentang Peraturan 
Pelaksana Undang- 
undang  No. 6 
tentang 
Keimigrasian; 

 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2019 

tentang Jenis dan 
Tarif Atas  Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum  dan   Hak 
Asasi Manusia; 

 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
No. 8 Tahun 2014 
tentang Paspor 
Biasa dan Surat 
Perjalanan Laksana 
Paspor. 

 

1. Komputer 
2. Filling Cabinet 
3. Scanner 
4. Kamera 
5. Printer 
6. Pemindai Sidik 

Jari 
7. Kursi Ruang 

Tunggu 
8. Mesin Nomor 

Antrian 
9. Writing Desk 

10. Mesin Cetak 
Paspor 

11. Mesin Laminating 
12. TV Ruang 

Tunggu 

 

a. Pegawai 
yang telah 
lulus dan 
diangkat 
menjadi 
PNS; 

b. Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

c. Surat 
Keputusan 
Kepala 
Kantor 
tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi; 

 

2. Kepala Seksi 
Lalu Lintas 
dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian; 

 

3. Kepala Seksi 
Intelijen dan 
Penindakan 
Keimigrasian; 

 

4. Kepala Sub 
Seksi Lalu 
Lintas 
Keimigrasian 

 

4 Petugas 
2 Orang PPNPN 

 

1. Pelayanan 
Permohonan 
Paspor yang 
diproses 
merupakan 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
lengkap dan 
benar; 

2. Prosedur 
yang 
dilakukan 
dalam 
pelayanan 
Paspor telah 
sesuai 
dengan SOP 
dan 
peraturan 
perundang- 
undangan 
yang berlaku; 

3. Biaya  yang 
dibayarkan 
oleh 
Pemohon 
telah sesuai 
dengan tarif 
yang diatur 
dalam 
peraturan 
perundang- 

 

1. Implementasi 
Motto 
Pelayanan dan 
Maklumat 
Pelayanan; 

 

2. Penandatangan 
Pakta Integritas 
oleh Seluruh 
Pegawai Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

 

Evaluasi 
perhari  dan 
perkegiatan 
dan pelayanan 
melalui 
Pelaksanaan 
Rapat rutin 
minimal 1 
(Satu)    kali 
dalam sebulan 
mengenai 
pelayanan 
Paspor   agar 
pelayanan 
dapat  terus 
ditingkatkan 
yang dipimpin 
oleh Kepala 
Seksi Lalu 
Lintas dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Kantor 
Imigrasi Kelas 
II TPI Sabang 



       undangan   

 

3. 
 

Penggantian 
Paspor Karena 
Rusak/Hilang 

 

1. Undang-undang 
No. 6 Tahun 2011 
tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah No. 31 
Tahun 2013 
tentang Peraturan 
Pelaksana Undang- 
undang  No. 6 
tentang 
Keimigrasian; 

 

3. Peraturan 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 
2019 tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum dan  Hak 
Asasi Manusia; 

 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
No. 8 Tahun 2014 
tentang Paspor 
Biasa dan Surat 
Perjalanan Laksana 
Paspor. 

 
1. Komputer 
2. Filling Cabinet 
3. Scanner 
4. Kamera 
5. Printer 
6. Pemindai Sidik 

Jari 
7. Kursi Ruang 

Tunggu 
8. Mesin Nomor 

Antrian 
9. Writing Desk 

10. Mesin Cetak 
Paspor 

11. Mesin Laminating 
12. TV Ruang 

Tunggu 

 

a. Pegawai 
yang telah 
lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS; 

b. Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

c. Surat 

Keputusan 
Kepala 
Kantor 
tentang 
Pelaksanaan 

Tugas. 

 
1. Kepala 

Kantor 
Imigrasi; 

 

2. Kepala Seksi 
Lalu Lintas 
dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian; 

 

3. Kepala Seksi 
Intelijen dan 
Penindakan 
Keimigrasian; 

 

4. Kepala Sub 
Seksi Lalu 
Lintas 
Keimigrasian. 

 
4 Petugas 
2 Orang PPNPN 

 
1. Pelayanan 

Permohonan 
Paspor yang 
diproses 
merupakan 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
lengkap dan 
benar; 

2. Prosedur 
yang 
dilakukan 
dalam 
pelayanan 
Paspor telah 
sesuai 
dengan SOP 
dan 
peraturan 
perundang- 
undangan 
yang 
berlaku; 

3. Biaya  yang 
dibayarkan 
oleh 
Pemohon 
telah sesuai 
dengan tarif 
yang diatur 
dalam 
peraturan 
perundang- 
undangan. 

 
1. Implementasi 

Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

2. Penandatangan 
Pakta Integritas 
oleh Seluruh 
Pegawai Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang 

 
Evaluasi 
perhari  dan 
perkegiatan 
dan pelayanan 
melalui 
Pelaksanaan 
Rapat rutin 
minimal 1 

(Satu)    kali 
dalam sebulan 
mengenai 
pelayanan 
Paspor   agar 
pelayanan 
dapat  terus 
ditingkatkan 
yang dipimpin 
oleh Kepala 
Seksi Lalu 
Lintas dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Kantor 
Imigrasi Kelas 
II TPI Sabang 

 

4. 
 

Perubahan Data 
 

1. Undang-undang No. 
6 Tahun 2011 
tentang 
Keimigrasian; 

 

2. Peraturan 
Pemerintah No. 31 
Tahun 2013 tentang 
Peraturan 
Pelaksana Undang- 
undang No. 6 
tentang 
Keimigrasian; 

 

1. Komputer 
2. Filling Cabinet 
3. Printer 
4. Kursi Ruang 

Tunggu 
5. Mesin Nomor 

Antrian 
6. Writing Desk 

7. Mesin Cetak 
Paspor 

8. TV Ruang 
Tunggu 

 

a. Pegawai 
yang telah 
lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS; 

b. Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

c. Surat 
Keputusan 
Kepala 
Kantor 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi; 

 

2. Kepala Seksi 
Lalu Lintas 
dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian; 

 

3. Kepala Sub 
Seksi Lalu 
Lintas 
Keimigrasian. 

 

4 Petugas 
2 Orang PPNPN 

 

1. Pelayanan 
Permohonan 
Paspor yang 
diproses 
merupakan 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
lengkap dan 
benar; 

2. Prosedur 
yang 
dilakukan 
dalam 

 

1. Implementasi 
Motto 
Pelayanan dan 
Maklumat 
Pelayanan 

 

2. Penandatangan 
Pakta Integritas 
oleh Seluruh 
Pegawai Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang 

 

Evaluasi 
perhari  dan 
perkegiatan 
dan pelayanan 
melalui 
Pelaksanaan 
Rapat rutin 
minimal 1 
(Satu)  kali 
dalam sebulan 
mengenai 
pelayanan 
Paspor agar 
pelayanan 



  3. Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM 
No. 8 Tahun 2014 
tentang Paspor 
Biasa dan Surat 
Perjalanan Laksana 
Paspor. 

 tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

  pelayanan 
Paspor telah 
sesuai 
dengan SOP 
dan 
peraturan 
perundang- 
undangan 
yang berlaku 

 dapat  terus 
ditingkatkan 
yang dipimpin 
oleh Kepala 
Seksi Lalu 
Lintas dan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Kantor 
Imigrasi Kelas 
II TPI Sabang 

 
 

Mengetahui, 
Kepala Kantor 

 
 
  

Lutfi 

NIP. 196912221991031001 



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 

Tanggal : 03 Maret 2023 

 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH ACEH 

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 
Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 

Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 
Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI 

PELAYANAN WARGA NEGARA ASING 
 

 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

 

1. 
 
Perpanjangan Izin 

Tinggal Kunjungan 

 

a. Perpanjangan 
Visa 
Kunjungan 
Saat 
Kedatangan 

 

1. Paspor kebangsaan 
atau dokumen 
perjalanan yang sah 
dan masih berlaku; 

2. Tiket untuk kembali ke 
negara asal atau 
meneruskan ke 
negara lain (return 
ticket); dan 

3. Surat kuasa 
bermaterai cukup 
dalam hal pengurusan 
melalui kuasa. 

4. Bukti pendaftaran jika 
mengajukan melalui 
aplikasi Izin Tinggal 
Online. 

 

1. Pemohon mengajukan 
permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 
atau dapat langsung datang 
ke Kantor Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care”; 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan; 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian; 

5. Entri data dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Pengawasan Keimigrasian 
lapangan, jika diperlukan 
sesuai dengan pertimbangan 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

7. Pembayaran biaya 
Kemigrasian dilakukan pada 
Bank Persepsi atau Kantor 

Maksimal 4 
(empat) hari kerja 
setelah dilakukan 
pembayaran Jasa 
Keimigrasian 
dan Maksimal   6 
(enam) hari kerja 
apabila dilakukan 
pengawasan 
keimigrasian 

 

Rp. 500.000 
 

Peneraan 
Perpanjangan  Visa 
on Arrival pada 
Paspor Kebangsaan 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

     
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

     
Instagram: 

@imigrasisabang 

     
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

     
Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com
https://www.izintinggal.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

   Pos sesuai ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan; 

8. Pemindaian dokumen 
permohonan; 

9. Wawancara dan pengambilan 
data biometrik serta 
identifikasi dan verifikasi data; 

10. Persetujuan Kepala Kantor 
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi 
yang ditunjuk; 

11. Pemberian nomor register 
dan Peneraan perpanjangan 
Izin Tinggal Kunjungan Saat 
Kedatangan pada paspor 
Kebangsaan atau Dokumen 
perjalanan; 

12. Penandatanganan oleh 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

13. Pemindaian dokumen 
selesai; 

14. Penyerahan dokumen; 
15.Visa Kunjungan Saat 

Kedatangan dapat 
diperpanjang 1 kali untuk 
jangka waktu 30 hari 

    

  

b. Perpanjangan 
Visa Kunjungan 
Satu Kali 
Perjalanan 

 

1. Surat penjamin   dan 
surat permohonan dari 
penjamin pada  saat 
mengajukan 
permohonan visa, 
kecuali bagi 
permohonan terhadap 
anak yang lahir di 
wilayah Indonesia; 

2. Paspor kebangsaan 
atau dokumen 
perjalanan yang sah 
dan masih berlaku; 

3. Tiket untuk kembali ke 
Negara asal atau 

 

1. Pemohon mengajukan 
permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 
atau dapat langsung datang 
ke Kantor Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care”; 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan; 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian; 

5. Entri data dan cetak tanda 
permohonan; 

Maksimal 4 
(empat) hari kerja 
setelah dilakukan 
pembayaran Jasa 
Keimigrasian dan 
maksimal 6 
(enam) hari kerja 
apabila dilakukan 
pengawasan 
keimigrasian 

 

Rp. 500.000 
 

Peneraan 
Perpanjangan Izin 
Tinggal Kunjungan 
pada  Paspor 
Kebangsaan 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

   
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

https://www.izintinggal.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  meneruskan ke negara 
lain; 

4. Surat kuasa bermaterai 
cukup dalam hal 
pengurusan melalui 
kuasa. 

5. Bukti pendaftaran jika 
mengajukan melalui 
aplikasi Izin Tinggal 
Online. 

6. Pengawasan Keimigrasian 
lapangan, jika diperlukan 
sesuai dengan pertimbangan 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

7. Pembayaran  biaya 
Kemigrasian dilakukan pada 
Bank Persepsi atau Kantor 
Pos sesuai ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan; 

8. Pemindaian dokumen 
permohonan; 

9. Wawancara dan pengambilan 
data biometrik serta 
identifikasi biometrik (hanya 
untuk perpanjangan ke 1); 

10. Persetujuan Kepala Kantor 
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi 
yang ditunjuk; 

11. Pemberian nomor register 
dan Peneraan perpanjangan 
Izin Tinggal Kunjungan Saat 
Kedatangan pada paspor 
Kebangsaan atau Dokumen 
perjalanan; 

12. Penandatanganan oleh 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

13. Pemindaian dokumen 
selesai; 

14. Penyerahan dokumen; 
15.Visa Kunjungan dapat 

diperpanjang 4 kali masing- 
masing 30 hari setiap kali 
perpanjangan 

    

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 

2. 
 

Pemberian Izin 
Tinggal Terbatas 
(ITAS) 

 

Persyaratan Umum, 
melampirkan : 
1. Paspor Kebangsaan 

yang sah dan masih 
berlaku dan memuat 

 

 Permohonan Izin Tinggal 
Terbatas, diajukan oleh Orang 
Asing atau Penjamin dengan 
mengisi formulir permohonan 
dan melampirkan persyaratan 

 

Wawancara 
dilaksanakan 
maksimal 3 (tiga) 
hari setelah 
permohonan 

 

Kitas 2 Thn : 
Rp. 
3.750.000 
sudah 
termasuk Izin 

 

Kartu Izin Tinggal 
Terbatas dan Izin 
Masuk Kembali 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  Tanda Masuk; 
2. Surat permohonan dan 

jaminan dari 
Penjamin; 

3. Surat kuasa 
bermaterai cukup 
dalam hal pengurusan 
melalui kuasa; 

4. Bukti pendaftaran jika 
mengajukan melalui 
aplikasi Izin Tinggal 
Online 

 

Persyaratan khusus 
(tambahan) : 

1. Bagi Orang Orang 
Asing yang bekerja 
sebagai penanaman 
modal, permohonan 
diajukan oleh Penjamin 
dengan melampirkan 
persyaratan : 
a. Akte pendirian 

perusahaan yang 
memuat kepemilikan 
modal dan / atau 
saham dari Orang 
Asing yang ditanam 
di Indonesia; 

b. Nomor Induk 
Berusaha; 

c. Izin Usaha 
Perusahaan / Tanda 
Daftar Usaha 
Pariwisata dan; 

d. Nomor Pokok Wajib 
Pajak perusahaan. 

2. Bagi Orang Asing yang 
bekerja sebagai tenaga 
ahli, permohonan 
diajukan oleh Penjamin 
dengan melampirkan 
persyaratan : 
a. Rekomendasi 

rencana 

yang telah ditentukan kepada 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 
yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal Orang Asing; 

 Permohonan Izin Tinggal 
Terbatas bagi Orang Asing 
yang masuk Wilayah Indonesia 
dengan Visa tinggal terbatas 
harus diajukan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak Tanda Masuk diberikan; 

 Pemberian ITAS bagi TKA 
dapat dilakukan pada 5 TPI 
yang telah ditentukan 

 Dalam hal permohonan Izin 
Tinggal terbatas tidak diajukan 
dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan, dikenai biaya beban 
sesuai dengan ketentuan
 peraturan 
perundang-undangan; 

 

Prosedur Pemberian: 

 
1. Pemohon mengajukan 

permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 
atau dapat langsung datang 
ke Kantor Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care”; 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan; 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian; 

5. Entri data dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Pengawasan Keimigrasian 
lapangan, jika diperlukan 
sesuai dengan pertimbangan 
Kepala Kantor Imigrasi atau 

diterima  dan 
penyelesaian 
permohonanmaksi 
mal 3 (tiga) hari 
kerja setelah 
dilakukan 
pembayaran Jasa 
Keimigrasian 

Masuk 
Kembali 
Dengan 
rincian: 
ITAS : 
2.000.000 
IMK 2 Tahun: 
1.750.000 

 

Kitas 1 Thn : 
Rp. 
2.500.000 

sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 
Dengan 
rincian: 
ITAS : 
1.500.000 
IMK: 
1.000.000 

 

Kitas 6 Bln: 
Rp.1.600.00 
0 

sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 
Dengan 
rincian: ITAS: 
1.000.000 
IMK: 600.000 

 imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.izintinggal.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  penggunaan tenaga 
kerja asing yang 
masih berlaku dan 
TA.01 dari 
Kementerian yang 
membidangi 
ketenagakerjaan 

b. Nomor Induk 
Berusaha; 

c. Izin Usaha 
Perusahaan/ Tanda 
Daftar Usaha 
Pariwisata; 

d. Nomor pokok wajib 
pajak perusahaan; 
dan 

e. Akta pendirian 
perusahaan. 

 

3. Bagi Orang Asing 
yang bekerja sebagai 
tenaga ahli diatas 
kapal laut, alat angkut 
alat apung atau 
instalasi yang 
beroperasi diperairan 
nusantara,  laut 
teritorial,   landas 
kontinen, dan/atau 
Zona  Ekonomi 
Eksklusif Indonesia, 
permohonan diajukan 
oleh Penjamin 
dengan melampirkan 
persyaratan : 
a. Rekomendasi 

rencana 
penggunaan 
tenaga kerja 
asing yang masih 
berlaku  dan 
TA.01 dari 
Kementerian yang 
membidangi 
ketenagakerjaan; 

Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

7. Pembayaran  biaya 
Kemigrasian dilakukan pada 
Bank Persepsi atau Kantor 
Pos sesuai ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan; 

8. Pemindaian dokumen 
permohonan; 

9. Wawancara dan pengambilan 
data biometrik serta 
identifikasi biometrik; 

10. Persetujuan Kepala Kantor 
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi 
yang ditunjuk; 

11. Pemberian nomor register 
dan Peneraan perpanjangan 
Izin Tinggal Kunjungan Saat 
Kedatangan pada paspor 
Kebangsaan atau Dokumen 
perjalanan; 

12. Penandatanganan oleh 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

13. Pemindaian dokumen 
selesai; 

14. Penyerahan dokumen. 

    



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  b. Rekomendasi dari 
Kementerian atau 
instansi terkait; 

c. Nomor Induk 
Berusaha; 

d. Izin Usaha 
Perusahaan / 
Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata 

e. Nomor       pokok 

wajib pajak 
perusahaan; dan 

f. Akta pendirian 
perusahaan. 

 
 

4. Bagi Orang Asing 
yang bekerja sebagai 
rohaniawan, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan : 

a. Rekomendasi dari 
Kementerian yang 
membidangi 
keagamaan; 

b. Rekomendasi rencana 
penggunaan tenaga 
kerja asing yang 
masih berlaku dan 
TA.01 dari 
Kementerian yang 
membidangi 
ketenagakerjaan; dan; 

c. Akta pendirian 
yayasan atau lembaga 
kerohanian; 

 

5. Bagi Orang Asing 
yang mengikuti 
pendidikan  dan 
pelatihan, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  melampirkan 
persyaratan : 

a. Surat rekomendasi 
dari Kementerian yang 
membidangi 
pendidikan atau 
keagamaan  atau 
lembaga pemerintah 
yang terkait sesuai 
dengan bidang 
kegiatannya; 

b. Surat rekomendasi 
dari Sekretariat 
Negara bagi Orang 
Asing  penerima 
beasiswa   dari 
Pemerintah Republik 
Indonesia 

 
 

6. Bagi Orang Asing 
yang mengadakan 
penelitian ilmiah, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan       juga 
rekomendasi        dari 

Kementerian atau 
lembaga Pemerintah 
yang membidangi 
penelitian atau 
lembaga Pemerintah 
terkait sesuai dengan 
bidang kegiatannya. 

 
7. Bagi Orang Asing 

yang melakukan 
perkawinan campuran 
dan menggabungkan 
diri dengan suami 
atau istri Warga 
Negara Indonesia, 
permohonan diajukan 
oleh suami atau isteri 
orang    asing    yang 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  bersangkutan sebagai 
penanggung jawab 
dengan melampirkan 
persyaratan : 

a. Akta perkawinan 
atau buku nikah yang
telah 
diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia 
oleh penerjemah 
tersumpah, kecuali 
bahasa Inggris; 

b. Surat bukti lapor 
perkawinan  dari 
kantor  pencatatan 
sipil, dalam   hal 
perkawinan 
dilangsungkan diluar 
negeri; dan 

c. Rencana 
penggunaan tenaga 
kerja asing   dari 
Kementerian  yang 
membidangi 
ketenagakerjaan, 
dalam  hal orang 
asing    yang 
bersangkutan 
sebagai tenaga kerja 
asing. 

 
8. Bagi  Orang  Asing 

yang menggabungkan 
diri dengan suami 
atau istri pemegang 
Izin Tinggal Terbatas, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan : 
a. Akta  perkawinan 

atau buku nikah 
yang    telah 
diterjemahkan 
dalam   bahasa 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  Indonesia  oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 
bahasa Inggris; 
dan 

b. Kartu Izin Tinggal 
Terbatas atau 
kartu Izin Tinggal 
Tetap suami atau 
isteri. 

9. Bagi anak 
berkewarganegaraan 
asing yang 
menggabungkan diri 
dengan orang tua 
yang mempunyai 
hubungan hukum 
kekeluargaan dengan 
orang tua warga 
Negara Indonesia, 
permohonan diajukan 
oleh ayah dan/atau 
ibunya Warga Negara 
Indonesia sebagai 
penanggung jawab 
dengan melampirkan 
persyaratan : 
a. Akte kelahiran yang 

bersangkutan 
yang  telah 
diterjemahkan 
dalam bahasa 
Indonesia   oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 
bahasa Inggris; 

b. Akte perkawinan 
orang  tua  yang 
telah 
diterjemahkan 
dalam   bahasa 
Indonesia   oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  bahasa Inggris; 
dan 

c. Surat bukti lapor 
perkawinan dari 
Kantor Pencatatan 
Sipil, dalam  hal 
perkawinan 
dilangsungkan 
diluar negeri. 

10. Bagi anak yang belum 
berusia 18 (delapan 
belas)  tahun  dan 
belum kawin yang 
menggabungkan   diri 
dengan   orang   tua 
pemegang   Izin 
Tinggal    Terbatas, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan : 
a. Akta kelahiran yang 

bersangkutan yang
telah 
diterjemahkan 
dalam bahasa 
Indonesia  oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 
bahasa Inggris; 

b. Akta perkawinan 
orang  tua  yang 
telah 
diterjemahkan 
dalam   Bahasa 
Indonesia   oleh 
penerjemah 
tersumpah kecuali 
Bahasa   Inggris; 
dan 

c. Kartu Izin Tinggal 
Terbatas atau 
Kartu Izin Tinggal 
Tetap ayau 
dan/atau ibunya. 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

   
11. Bagi eks  Warga 

Negara  Indonesia 
dalam  rangka 
memperoleh kembali 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 
berdasarkan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Bukti keterangan 

dari  Kepala 
Perwakilan 
Republik 
Indonesia tentang 
kehilangan 
Kewarganegaraan 
Indonesia; 

b. Bukti   berupa 
dokumen   resmi 
yang dikeluarkan 
oleh  instansi 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia   yang 
sah yang dapat 
membuktikan 
bahwa    yang 
bersangkutan 
adalah eks Warga 
Negara Indonesia 
antara lain   akta 
kelahiran,  Kartu 
Tanda Penduduk, 
Paspor  Republik 
Indonesia    atau 
Ijazah. 

 

12. Bagi eks Warga 
Negara Indonesia 
bukan dalam rangka 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  memperoleh 
kembali 
Kewarganegaraan 
Indonesia, 
permohonan 
diajukan    oleh 
penjamin  dengan 
melampirkan   juga 
dokumen  resmi 
yang dikeluarkan 
oleh      Instansi 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
atau oleh Lembaga 
yang diakui  oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
yang  sah  yang 
dapat membuktikan 
bahwa       yang 
bersangkutan 
adalah eks Warga 
Negara     Indonesia 
antara   lain  akta 
kelahiran,    kartu 
tanda    penduduk, 
paspor Republik 
Indonesia atau 
Ijazah. 

13. Bagi anak  eks 
berkewarganegara 
an ganda Republik 
Indonesia 
permohonan 
diajukan oleh ayah 
dan/atau ibunya 
Warga Negara 
Indonesia  atau 
penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Akta kelahiran 

yang 
bersangkutan 
yang telah 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  diterjemahkan 
dalam Bahasa 
Indonesia  oleh 
penerjemah 
tersumpah, 
kecuali Bahasa 
Inggris; 

b. Akta perkawinan 
orang tua yang 
telah 
diterjemahkan 
dalam  Bahasa 
Indonesia   oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 
Bahasa  Inggris; 
dan 

c. Bukti fasilitas 
Keimigrasian 
berupa  kartu 
fasilitas 
Keimigrasian atau 
pengembalian 
Dokumen 
Keimigrasian. 

14. Bagi wisatawan lanjut 
usia mancanegara, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan: 

a. Surat  izin usaha 
perdagangan    biro 
perjalanan wisata 
yang ditunjuk   oleh 
Kementerian  yang 
menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan 
dibidang 
kepariwisataan. 

b. Bukti  mengenai 
tersedianya dana untuk
memenuhi 
kebutuhan hidupnya 
selama   di   Indonesia 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  dari lembaga dana 
pensiun atau Bank di 
Negara asalnya 
ataupun di Wilayah 
Indonesia; 

c. Bukti polis asuransi 
kesehatan, asuransi 
kematian; 

d. Bukti tinggal disarana 
akomodasi yang 
tersedia selama di 
Indonesia baik yang 
diperoleh dengan cara 
sewa, sewa beli, atau 
pembelian; dan 

e. Bukti   telah 
memperkerjakan 
tenaga informal warga 
negara Indonesia 
sebagai pramuwisma, 
supir,  penjaga 
keamanan,    atau 
pembelian; dan 

f. Bukti  telah 
memperkerjakan 
tenaga informal 
Warga Negara 

Indonesia sebagai 
pramuwisma, supir, 
penjaga keaamanan, 
atau tukang kebun. 

15. Bagi anak dari Orang 
Asing yang  kawin 
secara sah dengan 
Warga   Negara 
Indonesia yang belum 
berusia 18 (delapan 
belas)  tahun  dan 
belum  kawin  dan 
menggabungkan 
dengan ayah atau ibu 
Warga   Negara 
Indonesia, 
permohonan diajukan 
oleh ayah atau ibunya 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  Warga Negara 
Indonesia sebagai 
penanggung jawab 
dengan melampirkan 
persyaratan: 
a. Akta kelahiran 

yang bersangkutan 
yang   telah 
diterjemahkan 
dalam  Bahasa 
Indonesia    oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 
Bahasa  Inggris; 
dan 

b. Akta perkawinan 
orang  tua  yang 
telah 
diterjemahkan 
dalam   Bahasa 
Indonesia   oleh 
penerjemah 
tersumpah, kecuali 
Bahasa Inggris;dan 

c. Surat bukti lapor 
perkawinan dari 
Kantor Pencatatan 
Sipil, dalam  hal 
perkawinan 
dilangsungkan 
diluar negri. 

16. Bagi  orang  asing 
yang bekerja   pada 
Instansi   Pemerintah, 
Badan   Internasional, 
atau     perwakilan 
Negara      asing, 
permohonan diajukan 
oleh penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Rekomendasi dari 

Kementerian 
Sekretariat Negara; 
dan 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  b. Rekomendasi dari 
Kementerian atau 
Lembaga 
Pemerintah terkait. 

17. Bagi orang asing yang 
bekerja sebagai 
tenaga ahli dalam 
rangka kerja sama 
teknik Pemerintah 
Republik Indonesia 
dan Pemerintah 
asing, permohonan 
diajukan  oleh 
penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Rekomendasi 

dari Kementerian 
Sekretariat 
Negara; dan 

b. Rekomendasi 
dari Kementerian 
atau Lembaga 
Pemerintah 
terkait. 

18. Bagi anak yang lahir di 
wilayah Indonesia 
yang mengikuti status 
Izin Tinggal orang 
tuanya pemegang Izin 
Tinggal Terbatas, 
permohonan diajukan 
ayah dan/atau ibunya 
dengan melampirkan 
persyaratan: 
a. Surat keterangan 

kelahiran anak 
dari rumah sakit 
atau akta 
kelahiran       dari 
pejabat yang 
berwenang; 

b. Paspor 
Kebangsaan 
ayah dan/atau 

     



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 
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Pengaduan, Saran 
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  ibunya; 
c. Kartu Izin Tinggal 

Terbatas ayah 
dan/atau ibunya; 

d. Surat kawin 
orang tua bagi 
yang menikah; 
dan 

e. Surat keterangan 
lapor lahir yang 
dikeluarkan oleh 
Kantor Imigrasi. 

f. 

     

3. Perpanjangan Izin 
Tinggal Terbatas 
(ITAS) 

1. Ketentuan 
mengenai 
persyaratan 
sebagaimana pada 
Pemberian   Izin 
Tinggal  Terbatas, 
berlaku juga bagi 
perpanjangan  Izin 
Tinggal terbatas; 

2. Selain memenuhi 
persyaratan 
sebagaimana 
dimaksud  dalam 
point 1 untuk 
perpanjangan Izin 
Tinggal Terbatas 
juga harus 
melampirkan kartu 
Izin Tinggal terbatas 
yang lama dan 
Surat Keterangan 
Tempat Tinggal; 

Perpanjangan Izin Tinggal 
Terbatas diberikan oleh 
Kepala Kantor Imigrasi yang 
wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal orang asing 
untuk jangka waktu paling 
lama 1 (satu) tahun, dan 
diberikan paling banyak 5 
(lima) kali berturut-turut 

 
1. Pemohon mengajukan 

permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 
atau dapat langsung datang 
ke Kantor Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care”; 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan; 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian; 

5. Entri data dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Pengawasan Keimigrasian 
lapangan, jika diperlukan 
sesuai dengan pertimbangan 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 

Wawancara 
dilaksanakan 
maksimal 3 (tiga) 
hari setelah 
permohonan 
diterima  dan 
penyelesaian 
permohonanmaksi 
mal 3 (tiga) hari 
kerja setelah 
dilakukan 
pembayaran Jasa 
Keimigrasian 
(tidak termasuk 
untuk persetujuan 
ke kanwil dan 
ditjenim) 

 

Kitas 2 Thn : 
Rp. 
3.750.000 

sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 
Dengan 
rincian: 
ITAS : 
2.000.000 
IMK 2 Tahun: 
1.750.000 

 
 
 

Kitas 1 Thn : 
Rp. 
2.500.000 

sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 
Dengan 
rincian: 
ITAS : 
1.500.000 
IMK: 

Kartu Izin Tinggal 
Terbatas dan Izin 
Masuk Kembali 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.izintinggal.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
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   ditunjuk; 
7. Perpanjangan yang ke I 

(pertama) s.d. ke III (ketiga) 
dilaksanakan Kepala Kantor 
Imigrasi; 

8. Perpanjangan yang ke IV 
(keempat) dan seterusnya 
dilaksanakan Kepala Kantor 
Imigrasi setelah mendapat 
persetujuan tertulis Direktur 
Jenderal Imigrasi melalui 
pertimbangan Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM dalam hal ini 
Kepala Divisi Keimigrasian; 

9. Wawancara dan pengambilan 
data biometrik serta 
identifikasi biometrik; 

10. Permohonan Persetujuan 
Kadivim (untuk permohonan 
yang memerlukan 
persetujuan Dirjen Imigrasi) 

11. Pembayaran biaya Imigrasi 
dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku; 

12. Persetujuan Kepala Kantor 
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi 
yang ditunjuk; 

13. Pemberian nomor register 
dan Peneraan perpanjangan 
Izin Tinggal Kunjungan Saat 
Kedatangan pada paspor 
Kebangsaan atau Dokumen 
perjalanan; 

14. Penandatanganan oleh 
Kepala Kantor Imigrasi atau 
Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; 

15. Pemindaian dokumen 
selesai; 

15.Penyerahan dokumen. 

 1.000.000 
 

Kitas 6 Bln: 
Rp.1.600.00 
0 
sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 
Dengan 
rincian: ITAS: 
1.000.000 
IMK: 600.000 

  

        



 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

4. Pemberian Izin 
Tinggal Tetap 

Persyaratan umum 
melampirkan: 
1. Surat penjaminan dari 

penjamin; 
2. Paspor Kebangsaan 

yang sah dan masih 
berlaku; 

3. Surat keterangan 
tempat tinggal; dan 

4. Surat Pernyataan 
Integrasi 

5. Surat kuasa 
bermaterai cukup 
dalam  hal 
permohonan diajukan 
melalui surat kuasa; 

 

Persyaratan khusus 
(tambahan): 

 
1. Permohonan Izin 

Tinggal Tetap bagi 
anak yang lahir di 
Indonesia dari orang 
asing pemegang Izin 
Tinggal Tetap diajukan 
oleh ayah dan/atau 
ibunya atau penjamin 
ayah dan/atau ibunya, 
dengan melampirkan 
persyaratan: 
a. Akta kelahiran yang 

dikeluarkan      oleh 
Pejabat yang 
berwenang atau 
surat keterangan 
kelahiran anak dari 
rumah sakit; 

b. Akta perkawinan 
atau surat kawin 
orang tua; 

c. Kartu Izin Tinggal 
Tetap orang tua; 
dan 

d. Surat   keterangan 

1. Pemohon mengajukan 
permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 
atau dapat langsung datang 
ke Kantor Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

5. Entri data, pemindaian 
berkas dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Pengawasan Keimigrasian 
lapangan, jika diperlukan 
sesuai pertimbangan Kepala 
Kantor Imigrasi atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk; 

7. Wawancara, identifikasi dan 
verifikasi data, serta 
pengambilan data biometrik 
foto dan sidik jari; 

8. Penandatangan surat 
permohonan Kepala Kantor 
Wilayah; 

9. Pengiriman surat Kepala 
Kantor Imigrasi secara 
manual dan/ atau melalui 
Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian 
kepada Kepala Kantor 
Wilayah; 

10. Pembuatan dan 
penandatanganan surat 
Kepala Kantor Wilayah 
melalui Kepala Divisi 
Keimigrasian; 

11. Penyampaian surat kepada 
Direktur Jenderal secara 
manual dan/ atau melalui 
Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian; 

Wawancara 
dilaksanakan 
maksimal 3 (tiga) 
hari setelah 
permohonan 
diterima  dan 
penyelesaian 
permohonanmaksi 
mal 3 (tiga) hari 
kerja setelah 
dilakukan 
pembayaran Jasa 
Keimigrasian 
(tidak termasuk 
untuk persetujuan 
ke kanwil dan 
ditjenim) 

Pemberian 
KITAP 
Rp.6.750.000 
dengan 
rincian: 
ITAP: 
5.000.000 
IMK 2 tahun: 
1.750.000 

Kartu Izin Tinggal 
Tetap dan Izin 
Masuk Kembali 

Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.izintinggal.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
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  lapor lahir yang 
dikeluarkan oleh 
Kantor Imigrasi. 

 

2. Permohonan   Izin 
Tinggal Tetap bagi eks 
anak 
berkewarganegaraan 
ganda Republik 
Indonesia  yang 
memilih menjadi 
warga negara asing 
dan bertempat tinggal 
di wilayah Indonesia 
diajukan oleh ayah dan/ 
atau ibunya Warga 
 Negara 
Indonesia, dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Bukti pengembalian 

paspor bagi yang 
memiliki; 

b. Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak 
Asasi  Manusia 
mengenai 
pencabutan 
kewarganegaraan 
Republik Indonesia 
berdasarkan pasal 
41 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 
2006   tentang 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia, 
bagi yang memiliki; 
dan 

c. Bukti pencabutan 
kartu fasilitas 
Keimigrasian. 

 
3. Permohonan Izin 

Tinggal Tetap bagi eks 
Warga Negara 

12. Penandatanganan surat 
Direktur Jenderal mengenai 
persetujuan atau penolakan 
perpanjangan Izin Tinggal 
Tetap; 

13. Penyampaian surat Direktur 
Jenderal secara manual 
dan/ atau melalui Sistem 
Informasi Manajemen 
Keimigrasian kepada Kepala 
Kantor Imigrasi; 

14. Pembayaran biaya Imigrasi 
dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

15. Penerbitan kitap dan 
peneraan cap itap yang 
sekaligus memuat izin masuk 
kembali dengan masa 
berlaku 2 tahun pada paspor 
kebangsaan; 

16. Penandatanganan oleh 
kepala kantor imigrasi atau 
pejabat imigrasi yang 
ditunjuk; 

17. Pemindaian dokumen 
selesai; 

18. Penyerahan dokumen. 
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  Indonesia yang 
kehilangan 
kewarganegaraan 
Indonesia di Wilayah 
Indonesia dan tinggal 
di Wilayah Indonesia 
diajukan  oleh 
penjamin dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Surat jaminan dari 

penjamin; 
b. Surat keterangan 

tempat tinggal 
orang asing yang 
bersangkutan; 

c. Bukti  yang 
menunjukan 
pernah menjadi 
Warga  Negara 
Indonesia, berupa 
akta kelahiran, 
ijazah, kartu tanda 
penduduk  Warga 
Negara Indonesia, 
atau Dokumen 
Perjalanan 
Republik 
Indonesia; dan 

d. Paspor 
Kebangsaan yang 
sah dan masih 
berlaku. 

 

4. Permohonan  Izin 
Tinggal Tetap bagi 
Perkawinan Campuran 
dengan istri/suami WNI 
diajukan oleh 
suami/istri WNI 
dengan melampirkan 
persyaratan umum 
ditambah dengan: 

a. Surat jaminan dari 
suami/istri; 
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Jangka Waktu 
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  b. Buku Nikah, 
terjemahan akte nikah 
selain bahasa Inggris 
jika menikah di luar 
negeri 

c. Surat dari Kedutaan 
yang menyatakan 

d. Surat keterangan 
tempat tinggal orang 
asing yang 
bersangkutan; 

e. Bukti yang 
menunjukan pernah 
menjadi Warga 
Negara Indonesia, 
berupa akta kelahiran, 
ijazah, kartu tanda 
penduduk Warga 
Negara       Indonesia, 
atau Dokumen 
Perjalanan Republik 
Indonesia; dan 

f. Paspor Kebangsaan 
yang sah dan masih 
berlaku. 

 

5. Permohonan     Izin 
Tinggal Tetap bagi eks 
anak 
berkewarganegaraan 
ganda   Republik 
Indonesia yang tidak 
memilih salah   satu 
kewarganegaraan 
yang bertempat tinggal 
di Wilayah Indonesia 
diajukan  oleh  ayah 
dan/atau    ibunya 
Warga Negara 

Indonesia dengan 
melampirkan 
persyaratan: 
a. Surat keterangan 

tempat tinggal 
orang asing yang 

     



 
No. 
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Persyaratan 
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  bersangkutan; 
b. Bukti pencabutan 

paspor bagi yang 
memiliki; 

c. Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak 
Asasi  Manusia 
mengenai 
pencabutan 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 
berdasarkan Pasal 
41 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 
2006   tentang 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia, 
bagi yang memiliki; 

d. Bukti pencabutan 
kartu fasilitas 
Keimigrasian; dan 

e. Surat persetujuan 
Direktur Jenderal. 

     

 

5. 
 

Perpanjangan Izin 
Tinggal Tetap 

 

1. Ketentuan mengenai 
persyaratan 
sebagaimana pada 
Pemberian   Izin 
Tinggal Tetap berlaku 
juga  bagi 
perpanjangan Izin 
Tinggal Tetap; 

2. Selain memenuhi 
persyaratan 
sebagaimana 
dimaksud,  untuk 
perpanjangan Izin 
Tinggal Tetap juga 
harus melampirkan 
Kartu Izin Tinggal 
Tetap yang lama dan 
KTP dan Kartu 
Keluarga WNA; 

 
1. Prosedur Pemberian Izin 

Tinggal Tetap berlaku juga 

bagi Perpanjangan Izin 

Tinggal Tetap; 

2. Izin Tinggal Tetap dapat 

diperpanjang untuk jangka 

waktu yang tidak terbatas; 

3. Permohonan perpanjangan 

dapat diajukan paling cepat 

3 (tiga) bulan dan paling 

lambat pada hari kerja 

sebelum tanggal jangka 

waktu izin tinggal tetap 

berakhir. 

 
Prosedur Perpanjangan ITAP 

1.   Pemohon mengajukan 
permohonan online di 

 

Wawancara 
dilaksanakan 
maksimal 3 (tiga) 
hari setelah 
permohonan 
diterima  dan 
penyelesaian 
permohonanmaksi 
mal 3 (tiga) hari 
kerja setelah 
dilakukan 
pembayaran Jasa 
Keimigrasian 
(tidak termasuk 
untuk persetujuan 
ke kanwil dan 
ditjenim) 

 

Perpanjanga 
n KITAP 
Pertama 
Rp.6.750.000 
dengan 
rincian: 
ITAP: 
5.000.000 
IMK 2 tahun: 
1.750.000 

 
 

Perpanjanga 
n KITAP 
Tidak 
Terbatas 
Rp.11.950.00 
0 
dengan 
rincian: 
ITAP: 

 

Kartu Izin Tinggal 
Tetap dan Izin 
Masuk Kembali 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
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   izintinggal.imigrasi.go.id, 
2. Penerimaan berkas 

permohonan pada “customer 
care” 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

5. Entri data, pemindaian 
berkas dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Pengawasan Keimigrasian 
lapangan, jika diperlukan 
sesuai pertimbangan Kepala 
Kantor Imigrasi atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk; 

7. Wawancara, identifikasi dan 
verifikasi data, serta 
pengambilan data biometrik 
foto dan sidik jari; 

8. Penandatangan surat 
permohonan Kepala Kantor 
Wilayah; 

9. Pengiriman surat Kepala 
Kantor Imigrasi secara 
manual dan/ atau melalui 
Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian 
kepada Kepala Kantor 
Wilayah; 

10. Pembuatan dan 
penandatanganan surat 
Kepala Kantor Wilayah 
melalui Kepala Divisi 
Keimigrasian; 

11. Penyampaian surat kepada 
Direktur Jenderal secara 
manual dan/ atau melalui 
Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian; 

12. Penandatanganan surat 
Direktur Jenderal mengenai 
persetujuan atau penolakan 
perpanjangan Izin Tinggal 
Tetap; 

 10.200.000 
IMK 2 tahun: 
1.750.000 

 Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.izintinggal.imigrasi.go.id/


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 
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   13. Penyampaian surat Direktur 
Jenderal secara manual 
dan/ atau melalui Sistem 
Informasi Manajemen 
Keimigrasian kepada Kepala 
Kantor Imigrasi; 

14. Wawancara, identifikasi dan 
verifikasi data, serta 
pengambilan data biometrik 
foto dan sidik jari; 

15. Pembayaran biaya Imigrasi 
dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

16. Penerbitan kitap dan 
peneraan cap itap yang 
sekaligus memuat izin masuk 
kembali dengan masa 
berlaku 2 tahun pada paspor 
kebangsaan; 

17. Penandatanganan oleh 
kepala kantor imigrasi atau 
pejabat imigrasi yang ditunjuk 

18. Pemindaian dokumen 
selesai; 

19. Penyerahan dokumen. 

    

 
6. 

 
Peneraan Izin 

Tinggal Terbatas 

Perairan 

 

1. Surat keputusan 
Direktur Jenderal 
Imigrasi; 

2. Surat Permohonan; 
3. Surat keagenan 

kapal alat apung atau 
instansi; 

4. Daftar awak kapal 
asing; 

5. Surat penjamin dari 
penjamin; 

6. Paspor kebangsaan; 
7. Surat rekomendasi 

dari instansi terkait 
sesuai dengan 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

4. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan; 

5. Cetak tanda terima 
permohonan; 

6. Entri data 
7. Pembayaran biaya Imigrasi 

dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 

 

3 (tiga) hari kerja 
 

Peneraan 
ITAS 
Perairan 1 
Thn : Rp. 
1.150.000 
sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 

 
Dengan 
rincian: 
Peneraan 
ITAS 
Perairan : 

 

Peneraan cap Izin 
Tinggal Terbatas 
Perairan  pada 
Paspor 
Kebangsaan. 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  kewenangannya; 
8.   Surat kuasa 

bermaterai dalam hal 
permohonan melalui 
kuasa. 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

8. Persetujuan Kepala Kantor 
Imigrasi; 

9. Peneraan IzinTinggal 
Terbatas Perairan sekaligus 
memuat Izin Masuk Kembali 
pada paspor kebangsaan; 

 

10. Penandatangan oleh Kepala 
Kantor Imigrasi; 

11. Pemindaian dokumen; 

12. Penyerahan dokumen. 

 150.000 
IMK: 
1.000.000 

 

Peneraan 
ITAS 
Perairan 6 
Bln: 
Rp.750.000 

sudah 
termasuk Izin 
Masuk 
Kembali 

 
Peneraan 
ITAS 
Perairan: 
150.000 
IMK: 600.000 

  

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
7. 

 
Pemberian Izin 

Tinggal Terpaksa 

a. Keadaan 
Bencana Alam 

 

1. Paspor Kebangsaan 
atau Dokumen 
Perjalanan yang 
bersangkutan yang 
sah dan masih 
berlaku; 

2. Visa; dan/atau 
3. Izin Tinggal yang 

dimiliki; 
4. Surat keputusan 

Direktur Jenderal 
Imigrasi. 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian 

4. Pemeriksaan kelengkapan 
berkas; 

5. Izin tinggal terpaksa diberikan 
untuk jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari dan 
bisa diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari 
untuk setiap perpanjangan; 

6. Menerakan Izin Tinggal 
Terpaksa pada Paspor 
kebangsaan; 

7. Melakukan pemutakhiran 
data terhadap Orang Asing. 

 

3 (tiga) hari kerja 
 

Tidak ada 
biaya 

 

Peneraan  Izin 
Tinggal Terpaksa 
pada Paspor 
Kebangsaan. 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

       0811 68 566 56 

  

b. Putusan 
Pengadilan 
Berupa Pidana 
Bersyarat 

 

1. Salinan putusan 
pengadilan yang 
disampaikan oleh 
instansi penegak 
hukum; 

2. Surat pemberitahuan 
dari balai 
pemasyarakatan atau 
surat permohonan 
dari advokat yang 
dikuasakan dari 
orang asing; 

3. Paspor kebangsaan 
atau Dokumen 
Perjalanan yang 
bersangkutan yang 
sah dan masih 
berlaku; 

4. Visa; dan/atau 
5. Izin Tinggal yang 

dimiliki. 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian 

4. Izin tinggal terpaksa diberikan 
untuk jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan dan bisa 
diperpanjang paling lama 6 
(enam) bulan untuk setiap 
perpanjangan; 

5. Mengisi aplikasi data; 
6. Menerakan Izin Tinggal 

Terpaksa pada Paspor 
kebangsaan; 

 
7. Melakukan pemutakhiran 

data terhadap Orang Asing. 

 

3 (tiga) hari kerja 
 

Tidak ada 
biaya 

 

Peneraan  Izin 
Tinggal Terpaksa 
pada Paspor 
Kebangsaan. 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

  

c. Alasan 
Kemanusiaan 

 

1. Surat permohonan; 
2. Paspor kebangsaan 

atau Dokumen 
Perjalanan yang sah 
dan masih berlaku; 

3. Surat keterangan 
rawat inap dari 
Rumah Sakit, surat 
keterangan Dokter, 
rekam medis, atau 
surat rekomendasi 
dari Dokter 
Pemerintah. 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian 

4. Izin tinggal terpaksa diberikan 
untuk jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari dan 
bisa diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari
untuk setiap 
perpanjangan; 

5. Menerakan Izin Tinggal 
Terpaksa pada Paspor 

 

3 (tiga) hari kerja 
 

Tidak ada 
biaya 

 

Peneraan  Izin 
Tinggal Terpaksa 
pada Paspor 
kebangsaan. 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

   kebangsaan; 
6.   Melakukan pemutakhiran 

data terhadap Orang Asing. 

   @imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

  
d. Dalam Proses 

Hukum   Atau 
Sedang  Dalam 
Penanganan 
Aparat Penegak 
Hukum    Dan 
Tidak Dilakukan 
Penahanan Atau 
Di Penjara 

 

1. Surat keterangan 
dimulainya 
penyidikan oleh 
penyidik; 

2. Daftar pencegahan 
atau  Surat 
permohonan dari 
instansi pemerintah 
atau instansi 
penegak hukum; 

3. Paspor kebangsaan 
atau Dokumen 
Perjalanan yang sah 
dan masih berlaku; 

4. Visa; dan/atau 
5. Izin Tinggal yang 

dimiliki. 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian 

4. Izin tinggal terpaksa diberikan 
untuk jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan dan bisa 
diperpanjang paling lama 6 
(enam) bulan untuk setiap 
perpanjangan; 

5. Menerakan Izin Tinggal 
Terpaksa pada Paspor 
kebangsaan; 

6. Melakukan pemutakhiran 
data terhadap Orang Asing. 

 

3 (tiga) hari kerja 
 

Tidak ada 
biaya 

 

Peneraan  Izin 
Tinggal Terpaksa 
pada Paspor 
kebangsaan. 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 

bang 
 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

  

e. Wna Berada Di 
Wilayah 
Indonesia Dalam 
Rangka 
Pelaksanaan 
Deportasi Yang 
Ditempatkan Di 
Rudenim 

 
1. Paspor kebangsaan 

atau Dokumen 

Perjalanan yang sah 

dan masih berlaku; 

2. Visa; dan/atau 

3. Izin Tinggal yang 

dimiliki. 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian 

4. Izin tinggal terpaksa diberikan
berdasarkan 

 

3 (tiga) hari kerja 
 

Tidak ada 
biaya 

 

Peneraan  Izin 
Tinggal Terpaksa 
pada Paspor 
kebangsaan. 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 

enkumam.go.id/ 
 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

   pertimbangan Kakanim atau 
Karudenim; 

5. Izin tinggal diberikan untuk 
jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan dan bisa 
diperpanjang paling lama 6 
(enam) bulan untuk setiap 
perpanjangan; 

6. Menerakan Izin Tinggal 
Terpaksa pada Paspor 
kebangsaan; 

7. Melakukan pemutakhiran 
data terhadap Orang Asing. 

   Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
8. 

 
Pendaftaran Anak 

Berkewarganegaraan 

Ganda 

 

1. Surat penjaminan dari 
penjamin; 

2. Paspor Kebangsaan 
yang sah dan masih 
berlaku; 

3. Surat kuasa 
bermaterai cukup 
dalam  hal 
permohonan diajukan 
melalui surat kuasa 

4. Surat permohonan dari 
Orang Tua 

5. Akte Lahir anak 
6. KTP Orang Tua 

7. FC. Kartu Keluarga 
Orang Tua WNI 

8. Akte Nikah orang tua 
9. FC. Paspor orang tua 

yang masih berlaku 

 
1. Pemohon mengajukan 

permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

5. Entri data, pemindaian berkas 
dan cetak tanda pemohonan; 

6. Persetujuan Pendaftaran Anak 
KG; 

7. Penerbitan Nomor Register 
Anak KG; 

8. Penandatanganan oleh 
Kepala Kantor; 

9. Pemindaian dokumen; 
10. Penyerahan dokumen. 

 

4 (empat) hari 
kerja 

 

Tidak ada 
biaya 

 

Sertifikat Bukti 
Pendaftaran Anak 
Berkewarga 
negaraan Ganda 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
9. 

 

Fasilitas 

Keimigrasian Bagi 

Anak Berkewarga 

 

1. Paspor Kebangsaan 
yang sah dan masih 
berlaku; 

 
1. Pemohon mengajukan 

permohonan online di izin 
tinggal.imigrasi.go.id, 

 

6 (enam) hari 
kerja 

 

Rp.400.000 
dengan 
rincian: 

 

Kartu Fasilitas 
Keimigrasian 
(AFFIDAVIT) 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

 Negaraan Ganda 

(Affidavit) 

2. Surat kuasa 
bermaterai cukup 
dalam  hal 
permohonan diajukan 
melalui surat kuasa; 

3. Surat permohonan 
dari Orang Tua; 

4. Akte Lahir anak; 
5. Paspor Asing (Anak); 
6. KTP Orang Tua ; 

7. FC. Kartu Keluarga 
Orang Tua WNI; 

8. Akte Nikah orang tua 
yang sudah 
dilaporkan di Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

9. FC. Paspor orang tua 
yang masih berlaku; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

5. Entri data, pemindaian berkas 
dan cetak tanda pemohonan; 

6. Pembayaran biaya Imigrasi 
dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

7. Wawancara, Foto dan Sidik 
jari pada hari ketiga setelah 
permohonan diterima; 

8. Cetak, penandatanganan 
kepala kantor; 

9. Pemindaian dokumen; 
10. Penyerahan dokumen. 

   Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 

10. 
 

Surat Keterangan 
Keimigrasian 
a. SKIM untuk 

proses 
permohonan 
pewarganegaraan 

 
1. Mengisi formulir yang 

ditentukan; 
2. Menunjukan asli dan 

melampirkan fotokopi: 
a. Paspor kebangsaan 

yang sah dan masih 
berlaku; dan 

b. Izin Tinggal Tetap 
yang sah dan masih 
berlaku. 

3. Pada   waktu 
mengajukan 
permohonan   sudah 
bertempat tinggal di 
wilayah  negara 
Republik Indonesia 
untuk jangka waktu: 
a. Paling singkat 5 

(lima) tahun 
berturut-turut; atau 

 
1. Pemohon mengajukan 

permohonan online di izin 
tinggal.imigrasi.go.id, 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

5. Entri data, pemindaian 
berkas dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Petugas pemeriksa Seksi 
Pengawasan dan 
Penindakan Keimigrasian 
memeriksa data pemohon 
pada daftar Cekal dan 
meneliti keabsahan dokumen 
dan penjamin; 

 

2 (dua) hari kerja 
setelah dilakukan 
pembayaran 

 

Rp.3.000.000 
 

Sertifikat 
Keterangan 
Keimigrasian 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  b. Paling singkat 10 
(sepuluh) tahun 
tidak berturut-turut. 

4. Tidak terdapat dalam 
daftar pencegahan; 

5. Pas foto terbaru 
berlatar warna merah 
berukuran 3 cm x 4 cm 
sebanyak 2 (dua) 
lembar dan ukuran 4 
cm x 6 cm sebanyak 4 
(empat) lembar; 

6. Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP); 

7. Surat kuasa bermaterai 
jika pengajuan 
permohonan 
dikuasakan; 

8. Untuk tenaga kerja 
asing atau pimpinan 
tertinggi perusahaan 
harus melampirkan: 
a. Izin mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing 
b. Akte pendirian 

perusahaan; dan 
c. Tanda daftar 

perusahaan 
9. Untuk penanam 

modal harus 
melampirkan surat 
keterangan terakhir 
dari Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 
dan surat izin usaha 
tetap; 

10. Untuk Rohaniawan 
harus melampirkan 
surat rekomendasi 
dari Kementerian 
Agama. 

7. Pembayaran biaya Imigrasi 
dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

8. Penerbitan nomor register 
dan peneraan pada paspor 
pemohon dan mencetak 
SKIM; 

9. Penandatanganan oleh 
kepala kantor imigrasi atau 
pejabat imigrasi yang 
ditunjuk; 

10. Pemindaian dokumen 
selesai; 

11. Penyerahan dokumen. 

   0811 68 566 56 

  

b. SKIM untuk 
 

1. Mengisi formulir yang 
 

1.   Pemohon mengajukan 
 

2 (dua) hari kerja 
 

Rp.3.000.000 
 

Sertifikat 
 

Website: 
http://kanimsabang.kem 

https://sabang.imigrasi.go.id/


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

 proses 
menyampaikan 
pernyataan 
menjadi Warga 
Negara 
Indonesia: 

ditentukan; 
2. Menunjukan asli dan 

melampirkan fotokopi: 
a. Paspor 

kebangsaan yang 
sah dan masih 
berlaku; 

b. Izin Tinggal 
Terbatas/ Izin 
Tinggal Tetap yang 
sah dan masih 
berlaku; dan 

c. Kutipan akta 
perkawinan/ buku 
nikah yang sah dan 
keterangan masih 
dalam ikatan 
perkawinan dari 
lembaga yang 
berwenang. 

3. Pada   waktu 
mengajukan 
permohonan  sudah 
bertempat tinggal di 
wilayah  negara 
Republik Indonesia 
unutk jangka waktu: 
a.  Paling singkat 5 

(lima) tahun 
berturut-turut; atau 

b.  Paling singkat 10 
(sepuluh) tahun 
tidak berturut-turut 

4. Tidak terdapat dalam 
daftar pencegahan; 

5. Pas foto terbaru 
berlatar warna merah 
berukuran 3 cm x 4 cm 
sebanyak 2 (dua) 
lembar dan ukuran 4 
cm x 6 cm sebanyak 4 
(empat) lembar; 

6. Surat kuasa bermaterai 
jika pengajuan 
permohonan 

permohonan online di 
izintinggal.imigrasi.go.id, 

2. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

3. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

4. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

5. Entri data, pemindaian 
berkas dan cetak tanda 
permohonan; 

6. Petugas pemeriksa Seksi 
Pengawasan dan 
Penindakan Keimigrasian 
memeriksa data pemohon 
pada daftar Cekal dan 
meneliti keabsahan dokumen 
dan penjamin; 

7. Pembayaran biaya Imigrasi 
dilakukan di Bank Persepsi 
atau Kantor Pos sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

8. Penerbitan nomor register 
dan peneraan pada paspor 
pemohon dan mencetak 
SKIM; 

9. Penandatanganan oleh 
kepala kantor imigrasi atau 
pejabat imigrasi yang 
ditunjuk; 

10. Pemindaian dokumen 
selesai; 

11. Penyerahan dokumen. 

setelah dilakukan 
pembayaran 

 Keterangan 
Keimigrasian 

enkumham.go.id/ 
 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


 
No. 

 
Jenis Produk 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  dikuasakan;      

 

11. 
 

Pengembalian 
Dokumen 

 

1. Paspor Kebangsaan; 
2. KITAS/KITAP; 
3. Surat Permohonan 

dari Penjamin; 
4. Surat Kuasa. 

 

1. Penerimaan berkas 
permohonan pada “customer 
care” 

2. Pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan, 

3. Setelah berkas lengkap 
diberikan nomor antrian, 

4. Entri data dan cetak tanda 
permohonan; 

5. Pemindaian berkas; 
6. Pemeriksaan Keabsahan 

Dokumen; 
7. Penarikan Kartu Izin Tinggal 

(KITAS/KITAP); 
8. Peneraan cap “Return of 

Immigration Document” 
pada paspor kebangsaan; 

9. Pemindaian dokumen 
selesai; 

10. Penyerahan dokumen. 

 

Paling Lama 3 
(tiga) hari kerja 
sejak  tanggal 
permohonan 
diterima 

 

Tidak ada 
biaya 

 

Peneraan Cap 
“Return Of 
Immigration 
Document” pada 
paspor kebangsaan 

 
Website: 

http://kanimsabang.kem 
enkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo 
.co.id 
imigrasi.sabang@gmail. 
com 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 

Mengetahui, 
Kepala Kantor 

 
 
 

Lutfi 
NIP. 196912221991031001 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id


Lampiran 3 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH ACEH 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 
Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 

Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI 

PELAYANAN WARGA NEGARA ASING 

 

 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 
1. 

 

Perpanjangan 

Izin Tinggal 

Kunjungan 

 
a.Perpanjangan 

Visa 
Kunjungan 
Saat 
Kedatangan 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun  2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas  Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum  dan  Hak 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 

telah lulus dan 

diangkat 

menjadi PNS 

 
 Pelaksana 

berkompeten 

dan 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
 Kepala Seksi 

Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

 

Evaluasi 
dilaksana 
kan oleh 
Kepala 
Kantor  dan 
Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 
dalam rapat 

 memahami    

 tugasnya    

 sesuai dengan    

 tugas pokok    

 dan fungsinya    

 masing-masing    

 yang telah    

 ditetapkan    

 dengan    

 peraturan    

 perundang-    

 undangan    

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com


 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Asasi Manusia; 
4. Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal; 

6. Surat Edaran 
Direktur  Izin 
Tinggal 
Keimigrasian No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996   tanggal 25 
September tentang 
Perubahan Sistem 
Permohonan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran 
PNBP Melalui 
SIMPONI. 

  

 
 Surat 

Keputusan 

Kepala Kantor 

Tentang 

Pelaksanaan 

Tugas 

     



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  

b.Perpanjangan 

Visa 
Kunjungan 
Satu Kali 
Perjalanan 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun  2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas  Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 
 Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal; 

6.   Surat Edaran 
Direktur  Izin 
Tinggal 
Keimigrasian No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal 25 
September tentang 
Perubahan Sistem 
Permohonan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran 
PNBP Melalui 
SIMPONI. 

       

 

2. 
 

Pemberian Izin 
Tinggal 
Terbatas 
(ITAS) 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun  2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas  Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 
 Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 
Tahun 2018 

tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal; 

6. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 41 tahun 
2016 tentang Tata 
Cara Pendaftaran 
Permohonan, 
Penyampaian 
Persetujuan  Visa 
Tinggal  Terbatas, 
dan Pendaftaran 
Permohonan  Izin 
Tinggal   Terbatas 
Secara Elektronik, 
serta  Pemberian 
Izin     Tinggal 
Terbatas 
Elektronik; 

7. Surat Edaran 
Direktur  Izin 
Tinggal 
Keimigrasian No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996   tanggal  25 
September tentang 

 Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

     



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Perubahan Sistem 
Permohonan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran 
PNBP Melalui 
SIMPONI. 

       

 

3. 
 

Perpanjangan 
Izin Tinggal 
Terbatas 
(ITAS) 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun  2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas  Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014 tentang 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 

 Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap  Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal; 

6. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 41 tahun 
2016 tentang Tata 
Cara Pendaftaran 
Permohonan, 
Penyampaian 
Persetujuan  Visa 
Tinggal  Terbatas, 
dan Pendaftaran 
Permohonan  Izin 
Tinggal   Terbatas 
Secara Elektronik, 
serta  Pemberian 
Izin     Tinggal 
Terbatas 
Elektronik; 

7. Surat Edaran 
Direktur  Izin 
Tinggal 
Keimigrasian No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal 25 
September tentang 
Perubahan Sistem 
Permohonan Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran 
PNBP Melalui 
SIMPONI. 

       



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 
4. 

 

Pemberian 
Izin Tinggal 
Tetap 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang  Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011    tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang 
Berlaku   pada 
Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 28 Tahun 
2018 tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 27 tahun 
2014 tentang 
Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan  dan 
Berakhirnya Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas,     Itap     Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 
 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Izin Tinggal. 
6. Surat  Edaran 

Direktur Izin Tinggal 
Keimigrasian   No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal  25 
September tentang 
Perubahan  Sistem 
Permohonan   Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran PNBP 
Melalui SIMPONI. 

       

 

5. 
 

Perpanjangan 
Izin Tinggal 
Tetap 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang  Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011    tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang 
Berlaku   pada 
Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 28 Tahun 
2018 tentang Cap 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 

 Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Keimigrasian; 
5. Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI 
Nomor 27 tahun 
2014 tentang 
Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan  dan 
Berakhirnya Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal; 

6. Surat  Edaran 
Direktur Izin Tinggal 
Keimigrasian   No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal  25 
September tentang 
Perubahan  Sistem 
Permohonan   Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran PNBP 
Melalui SIMPONI. 

       

 
6. 

 
Peneraan Izin 

Tinggal 

Terbatas 

Perairan 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang lengkap 
dan benar; 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu) kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Kemigrasian; 
3. Peraturan 

Pemerintah Nomor 
28 Tahun  2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas  Jenis 
Penerimaan 
Negara  Bukan 
Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

 dan fungsinya 
masing-masing 
yang telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 

 Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

   Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang berlaku. 

 pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 

 
7. 

 
Pemberian Izin 

Tinggal 

Terpaksa bagi 

WNA : 

a. Alasan 

Kemanusiaan 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun 2013 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu) kali 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 
2011 tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 

 Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 yang lengkap 
dan benar; 

 
 
 
 

 
 Persyaratan, 

biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang berlaku 

Pakta Integritas 
oleh seluruh 
pegawai Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 

  
b.  Bencana 

Alam 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang lengkap 
dan benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu) kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  RI Nomor 28 
Tahun 2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. . 

 yang telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

  dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang berlaku. 

  

  

c. Berada Di 
Wilayah 
Indonesia 
Dalam 
Rangka 
Pelaksanaan 
Deportasi 
Yang Tidak 
Ditempatkan 
Di Rudenim 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014 tentang 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 
 Pelaksana 

berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 

  Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang lengkap 
dan benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap  Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

  Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

     

  
d. Dalam 

Proses 

Hukum Atau 

Sedang 

Dalam 

Penanganan 

Aparat 

Penegak 

Hukum Dan 

Tidak 

Dilakukan 

Penahanan 

Atau   

Di    Penjara 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 42 Tahun
2015 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014 tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan  dan 
Berakhirnya Izin 
Tinggal Kunjungan, 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 

 Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang lengkap 
dan benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Itas, Itap Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

       

  
e.Dalam Rangka 

Melaksanakan 

Putusan 

Pengadilan 

Berupa Pidana 

Bersyarat 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 28 Tahun
2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 

 Kepala Seksi 
Inteldakim 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang lengkap 
dan benar; 

 
 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang berlaku 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 
8. 

 
Pendaftaran 

Anak 

Berkewarga 

negaraan 

Ganda 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang  Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011    tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 28 Tahun 
2018 tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 27 tahun 
2014 tentang 
Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan  dan 
Berakhirnya Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor  22  tahun 
2012 tentang Tata 
Cara Pendaftaran 
Anak 
Berkewarganegaraan 

Ganda     dan 
Permohonan 
Fasilitas 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 
 

 Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi dan 
Kepala Seksi 
Statuskim 

 

 Seksi 
Pengawasan 
dan 
Penindakan 
Keimigrasian 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Keimigrasian 
6. Surat  Edaran 

Direktur Izin Tinggal 
Keimigrasian   No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal  25 
September tentang 
Perubahan  Sistem 
Permohonan   Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran PNBP 
Melalui SIMPONI 

       

 
9. 

 
Fasilitas 

Keimigrasian 

Bagi Anak 

Berkewarga 

Negaraan 

Ganda 

(Affidavit) 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang  Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011    tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang 
Berlaku   pada 
Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 28 Tahun 
2018 tentang Cap 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi 

 

 Kepala Seksi 
Statuskim 

 

 Seksi 
Pengawasan 
dan 
Penindakan 
Keimigrasian 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 
 
 
 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Keimigrasian; 
5. Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI 
Nomor 27 tahun 
2014 tentang 
Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan  dan 
Berakhirnya Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal; 

6. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor  22  tahun 
2012 tentang Tata 
Cara  Pendaftaran 
Anak 
Berkewarganegara 
an Ganda  dan 
Permohonan 
Fasilitas 
Keimigrasian; 

7. Surat  Edaran 
Direktur Izin Tinggal 
Keimigrasian   No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal  25 
September tentang 
Perubahan  Sistem 
Permohonan   Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran PNBP 
Melalui SIMPONI. 

       



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 
10. 

 
Surat 

Keterangan 

Keimigrasian 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

2. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang  Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011    tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2019 
tentang Jenis dan 
Tarif  atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang 
Berlaku   pada 
Kementerian 
Hukum  dan  Hak 
Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 28 Tahun 
2018 tentang Cap 
Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 
Nomor 27 tahun 
2014 tentang 
Prosedur Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan  dan 
Berakhirnya Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas,     Itap     Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai dengan 
tugas pokok 
dan fungsinya 
masing-masing 
yang  telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi dan 
Kepala Seksi 
Statuskim 

 Seksi 
Pengawasan 
dan 
Penindakan 
Keimigrasian 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 
Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Izin Tinggal; 
6. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 
Nomor M.HH- 
01.GR.01.10.14 
Tahun 2010 tentang 
tata cara 
permohonan Surat 
Keterangan 
Keimigrasian; 

7. Surat  Edaran 
Direktur Izin Tinggal 
Keimigrasian   No. 
IMI.3.GR.01.10.- 
1.996 tanggal  25 
September tentang 
Perubahan  Sistem 
Permohonan   Izin 
Tinggal 
Keimigrasian 
Secara Online dan 
Pembayaran PNBP 
Melalui SIMPONI. 

       

 
11. 

 
Pengembalian 

Dokumen 

 

1. Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011  tentang 
Keimigrasian; 

 
2. Peraturan 

Pemerintah Nomor 
31 Tahun   2013 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-undang 
Nomor 6  Tahun 
2011   tentang 
Kemigrasian; 

3. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI      Nomor      28 

 

 Loket Customer 
Service; 

 Ruang Tunggu; 

 Ruang 
Pelayanan; 

 Perangkat 
SIMKIM; 

 Mesin Nomor 
Antrian; 

 Alat 
Perlengkapan 
Pengecapan. 

 

 Pegawai 
yang telah 
lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

 Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya 
sesuai 
dengan tugas 
pokok dan 
fungsinya 
masing- 
masing yang 

 

 Kepala 
Kantor 
Imigrasi dan 
Kepala Seksi 
Statuskim 

 Seksi 
Pengawasan 
dan 
Penindakan 
Keimigrasian 

 

3 Petugas 
2 PPNPN 

 

 Permohonan 
yang 
diproses 
adalah 
permohonan 
dengan 
persyaratan 
yang 
lengkap dan 
benar; 

 

 Persyaratan, 
biaya dan 
prosedur 
sesuai 
dengan 
peraturan 

 

 Telah ditetapkan 
Motto Pelayanan 
dan Maklumat 
Pelayanan; 

 

 Telah 
ditandatangani 
Pakta Integritas 
oleh  seluruh 
pegawai  Kantor 
Imigrasi Kelas II 
TPI Sabang. 

Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal  1 
(satu)  kali 
dalam sebulan 
guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 



 
 

No 

 
 

Jenis Produk 

 
 

Dasar Hukum 

 

Sarana Dan 
Prasarana, Dan/ 
Atau Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaminan 
Keamanan Dan 
Keselamatan 

Pelayanan 

 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  Tahun 2018 
tentang Cap 
Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM 
RI Nomor 27 tahun 
2014  tentang 
Prosedur  Teknis 
Pemberian 
Perpanjangan, 
Penolakan, 
Pembatalan   dan 
Berakhirnya   Izin 
Tinggal Kunjungan, 
Itas, Itap   Serta 
Pengecualian Dari 
Kewajiban Memiliki 
Izin Tinggal. 

 telah 
ditetapkan 
dengan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

 
 Surat 

Keputusan 
Kepala 
Kantor 
Tentang 
Pelaksanaan 
Tugas 

  Perundang- 
undangan 
yang 
berlaku. 

  

 

Mengetahui, 
Kepala Kantor 

 
 
 

Lutfi 
NIP. 196912221991031001 



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH ACEH 

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 
Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 

Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 
Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI 

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI LAUT SABANG 

 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

 
1 

 
Pemeriksaan 

 
Setiap Orang Asing yang masuk 
Wilayah Indonesia harus 
memenuhi persyaratan: 
1. Memiliki Visa yang sah dan 

masih berlaku, kecuali yang 
dibebakan dari kewajiban 
memiliki Visa sesuai dengan 
ketentuan perundang- 
undangan; 

2. Memiliki Dokumen Perjalanan 
yang sah dan masih berlaku 
paling singkat 6 (enam) bulan 
dari masa berlaku paspor; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
penangkalan; 

4. Tercantum dalam daftar 
penumpang; 

5. Orang Asing yang dibebaskan 
dari kewajiban memiliki Visa 
juga harus memiliki tiket 
kembali atau tiket terusan ke 
negara lain; 

6. Memiliki izin masuk kembali 
bagi orang Asing pemegang 
izin Tinggal terbatas atau Izin 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memeriksa Visa, 

dikecualikan bagi orang 

asing yang dibebaskan dari 

kewajiban memiliki visa; 

d. Memindai Dokumen 

Perjalanan; 

e. Mengambil data biometrik; 

f. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

g. Bagi orang asing yang 

ingin menggunakan VOA 

terlebih dahulu membeli 

voucher di konter Bank BRI 

dan menuju ke konter 

Imigrasi untuk pemberian 

stiker visa. 

 
2 (dua) menit 

 
Tidak Ada 

 
Peneraan cap Tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 Keimigrasian 

Terhadap 

Orang Asing 

yang Masuk 

 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

Biaya, 

kecuali 

pengguna 

VOA dengan 

Masuk pada Dokumen 

Perjalanan sesuai Visa 

yang dimiliki. 

 Wilayah  biaya sesuai  

 Indonesia  ketentuan  

   peraturan  

   perundang-  

   undangan  

   yang berlaku.  

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  Tinggal   Tetap yang masih 
berlaku. 

     

 
2 

 
Pemeriksaan 

 
Setiap Orang Asing yang Keluar 
Wilayah Indonesia harus 
memenuhi persyaratan : 

 
1. Memiliki Dokumen Perjalanan 

yang sah dan masih berlaku; 

2. Memiliki izin masuk kembali ke 

wilayah Indonesia bagi Orang 

Asing pemegang Izin Tinggal 

Terbatas atau Izin Tinggal 

Tetap; 

3. Memiliki izin keluar bagi 

Orang Asing yang di kenai 

Tindakan Administratif 

Keimigrasian; 

4. Memiliki Izin Kunjungan yang 

masih berlaku; 

5. Memiliki tanda bukti 

pengembalian Dokumen; 

6. Tidak termasuk dalam daftar 

penangkalan; 

7. Tercantum dalam daftar 

penumpang. 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memeriksa izin keluar atau 

izin masuk kembali; 

d. Memindai Dokumen 

Perjalanan; 

e. Mengambil data biometrik; 

f. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
Tidak Ada 

 
Peneraan cap Tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 Keimigrasian 

Terhadap 

Orang Asing 

yang Keluar 

 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

Biaya, 

 

Kecuali bagi 

Orang Asing 

Keluar pada Dokumen 

Perjalanan yang 

dimiliki. 

 Wilayah  yang telah  

 Indonesia  melebihi izin  

   tinggal yang  

   telah  

   ditentukan  

   dan  

   dikenakan  

   biaya beban  

   sebesar  

   Rp.1.000.000  

   ,- per hari  

   sesuai  

   dengan  

   ketentuan  

   peraturan  

   perundang-  

   undangan  

   yang berlaku.  

 
3 

 
Pemeriksaan 

 
Setiap WNI yang Masuk Wilayah 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Memeriksa dalam daftar 

pencegahan; 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

 
Peneraan cap tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

 Keimigrasian Indonesia harus memenuhi biaya masuk pada Dokumen 

 Terhadap WNI persyaratan :  Perjalanan Republik 
 yang Masuk   Indonesia. 

 Wilayah 

Indonesia 
1. Memiliki Dokumen Perjalanan 

yang sah dan masih berlaku; 
2. Tidak termasuk dalam daftar 

pencegahan; 
3. Tercantum dalam daftar 

penumpang/awak alat angkut 
kecuali bagi kendaraan 

  

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  pribadi dan kendaraan     @ImigrasiSabang 

muatan barang. Instagram: 

 @imigrasisabang 

 Whatsapp: 

 0811 68 566 56 

 Hotline: 
 0811 68 566 56 

 
4 

 
Pemeriksaan 

 
Setiap WNI yang Keluar Wilayah 

 
a.Memeriksa Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

b.Melakukan wawancara; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d.Memeriksa dalam daftar 

pencegahan; 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

 
Peneraan cap tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 

bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 
0811 68 566 56 

 Keimigrasian Indonesia harus memenuhi biaya Keluar pada Dokumen 

 Terhadap WNI persyaratan:  Perjalanan Republik 
 yang Keluar   Indonesia. 
 Wilayah 

Indonesia 

1. Memiliki Dokumen Perjalanan 
yang sah dan masih berlaku 
paling singkat 6 (enam) bulan 
dari masa berlaku paspor; 

2. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan; 

3. Tercantum dalam daftar 
penumpang/awak alat angkut 
kecuali bagi kendaraan 
pribadi dan kendaraan muatan 
barang. 

  

 
5 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Anak 

Berkewargane 

garaan Ganda 

 
Anak berkewarganegaraan 

Ganda yang masuk atau Keluar 

Wilayah Indonesia harus 

memenuhi persyaratan : 

1. Memiliki Dokumen Perjalanan 
yang sah dan masih berlaku 
paling singkat 6 (enam) bulan; 

2. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan atau daftar 
penangkalan; 

3. Memiliki Fasilitas 
Keimigrasian  jika 
menggunakan Paspor 
Kebangsaan; 

4. Bagi anak 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan bagi anak 

berkewarganegaraan 

ganda yang memiliki 

Paspor Kebangsaan serta 

Fasilitas Keimigrasian, 

dilakukan dengan tahapan 

dan tata cara yang sama 

dengan Pemeriksaan 

Keimigrasian terhadap 

Warga Negara Indonesia; 

b. Memeriksa dokumen 

perjalanan bagi anak 

 
2 (dua) menit 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

biaya 

 

 Peneraan cap 
keberangkatan pada 
Dokumen Perjalanan 
bagi ABG yang 
keluar Wilayah 
Indonesia; 

 
 Pemberian cap 

masuk WNI bagi 
ABG dengan 
Fasilitas 
Keimigrasian 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  berkewarganegaraan ganda 
yang masuk Wilayah 
Indonesia menggunakan 
paspor kebangsaan dan Anak 
Berkewarganegaraan ganda 
yang   menggunakan   Paspor 
R.I. keluar Indonesia 
Dokumen         Perjalanannya 
berlaku paling singkat (enam) 
bulan; 

berkewarganegaraan 

ganda yang memiliki 

Paspor Kebangsaan dan 

tidak memiliki Fasilitas 

Keimigrasian, dilakukan 

dengan tahapan dan tata 

cara Pemeriksaan 

Keimigrasian bagi WNI. 

   Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
6 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut  WNI 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Memiliki Dokumen Perjalanan 

yang sah dan masih berlaku; 
2. Terdaftar dalam daftar awak 

kapal; 
3. Tidak termasuk dalam daftar 

penangkalan. 
4. Surat pernyataan dalam 

keadaan darurat oleh 
penanggung jawab alat 
angkut 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan; 

b. Memeriksa daftar awak 

alat angkut, kecuali awak 

alat angkut darat; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

biaya 

 
Peneraan cap tanda 

masuk pada Paspor 

Kebangsaan. 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

     Twitter: 

@ImigrasiSabang 

     Instagram: 

@imigrasisabang 

     Whatsapp: 

0811 68 566 56 

     Hotline: 

0811 68 566 56 

 
7 

 
Pemeriksaan 

 

1. Memiliki Dokumen Perjalanan 
yang sah dan masih berlaku 
paling singkat 6 (enam) bulan 
dari masa berlaku paspor; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
kapal; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan. 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan; 

b. Memeriksa daftar awak 

alat angkut, kecuali awak 

alat angkut darat; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

 
2 (dua) menit 

 
Tidak ada 

 
Peneraan cap tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

 Keimigrasian  biaya keluar pada Paspor 

 bagi Awak Alat *bila tidak ada  Kebangsaan. 

 Angkut WNI gangguan   

 yang Keluar jaringan   

 Wilayah    

 Indonesia    

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

   pencegahan.    @ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 
0811 68 566 56 

 
8 

 
Pemeriksaan 

 

1. Memiliki Dokumen Perjalanan 
dan / atau buku pelaut yang 
sah dan masih berlaku paling 
singkat 6 (enam) bulan dari 
masa berlaku paspor; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
kapal; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
penangkalan. 

4. Surat pernyataan dalam 
keadaan darurat oleh 
penanggung jawab alat 
angkut. 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan dan / atau 

buku pelaut; 

b. Memeriksa daftar awak 

alat angkut; 

c. Memindai Paspor 

Kebangsaan; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

 
Peneraan cap tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 
0811 68 566 56 

 Keimigrasian biaya masuk awak alat 

 bagi Awak Alat  angkut pada Dokumen 

 Angkut WNA  Perjalanan. 

 yang Masuk   

 Wilayah   

 Indonesia   

 
9 

 
Pemeriksaan 

 
1. Memiliki Dokumen Perjalanan 

dan / atau buku pelaut yang 
sah dan masih berlaku; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
kapal; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan. 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan dan / atau 

buku pelaut; 

b. Memeriksa daftar awak 

alat angkut; 

c. Memindai Paspor 

Kebangsaan; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

pencegahan. 

 
2 (dua) menit 

 
Tidak Ada 

 
Peneraan cap tanda 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

 Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut WNA 

yang Keluar 

 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

Biaya, 

 

Kecuali bagi 

Orang Asing 

masuk awak alat 

angkut pada Dokumen 

Perjalanan. 

 Wilayah  yang telah  

 Indonesia  melebihi izin  

   tinggal yang  

   telah  

   ditentukan  

   dan dikenakan  

   biaya beban  

   sebesar  

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

     Rp.1.000.000,  Whatsapp: 

- per hari 0811 68 566 56 

sesuai dengan 

ketentuan 

Hotline: 

0811 68 566 56 

peraturan  

perundang-  

undangan  

yang berlaku.  

 
10 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

terhadap 

Nahkoda, Awak 

Kapal, dan 

Tenaga Ahli 

Asing 

 
Nahkoda, Awak Kapal atau 

Tenaga Ahli Asing diatas kapal 

laut atau alat apung yang datang 

langsung dengan alat angkutnya 

harus memenuhi persyaratan : 

1. Memiliki Dokumen Perjalanan 

dan/atau buku pelaut yang 

sah dan masih berlaku paling 

singkat 6 (enam) bulan dari 

masa berlaku paspor; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 

kapal; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 

penangkalan. 

 
Pemeriksaan keimigrasian 

bagi Nahkoda, Awak Kapal 

atau Tenaga Ahli Asing diatas 

kapal laut atau alat apung 

yang datang langsung dengan 

alat angkutnya dilakukan 

dengan mekanisme : 

a. Memeriksa Dokumen 

perjalanan dan/atau buku 

pelaut Nahkoda, Awak 

kapal, dan tenaga ahli 

asing; 

b. Memeriksa daftar awak 

kapal; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

biaya 

 
Peneraan cap tanda 

Masuk bagi awak alat 

angkut di Dokumen 

Perjalanan. 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

    Twitter: 

@ImigrasiSabang 

    Instagram: 

@imigrasisabang 

    Whatsapp: 

0811 68 566 56 

    Hotline: 

0811 68 566 56 

 
11 

 
Penolakan 

Masuk Wilayah 

Indonesia bagi 

Orang Asing 

Pejabat Imigrasi dapat menolak 
Orang Asing untuk Masuk 
Wilayah Indonesia dalam hal : 
1. Namanya   tercantum dalam 

daftar penangkalan; 
2. Tidak memiliki  dokumen 

perjalanan yang sah dan 

masih berlaku; 

a. Tolak pendaratan dan 
melaporkan kepada 
Direktur Jenderal Imigrasi; 

b. Orang asing yang 
dikenakan penolakan 
masuk karena alasan pada 
angka (2) hingga (10) 
diusulkan untuk 
dimasukkan dalam daftar 

 
2 (dua) menit 

 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Penanggung 

Jawab alat 

angkut 

membayar 

denda sesuai 

peraturan 

 

- Peneraan cap 
penolakan tanda 
masuk pada dokumen 
perjalanan dengan 
memakai tinta merah; 

- Surat Keterangan 
Penolakan Masuk; 

- Surat usulan ke daftar 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

  3.   Memiliki dokumen   Facebook: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  keimigrasian dan/atau visa 

palsu; 

4. Tidak memiliki visa, kecuali 

yang dibebaskan dari 

kewajiban memiliki visa; 

5. Telah memberi keterangan 

yang tidak benar dalam 

memperoleh visa; 

6. Menderita penyakit menular 

yang membahayakan 

kesehatan umum; 

7. Terlibat kejahatan 

Internasional dan Tindak 

pidana Transnasional yang 

terorganisasi; 

8. Termasuk dalam daftar 

pencarian orang untuk 

ditangkap dari suatu Negara 

asing; 

9. Terlibat dalam kegiatan makar 

terhadap Pemerintah Republik 

Indonesia; atau 

10. Termasuk dalam jaringan 

praktik atau kegiatan 

prostitusi, perdagangan 

orang, dan penyelundupan 

manusia. 

11. Tidak tercantum dalam daftar 

awak alat angkut atau daftar 

penumpang; 

12. Tidak memiliki biaya hidup 

yang cukup selama di 

Indonesia; 

13. Membahayakan 

keamanan;atau 

14. Mengganggu ketertiban 

umum; 

15. Masa berlaku Paspor kurang 

Penangkalan; 
c. Orang asing yang ditolak 

masuk karena alasan 
angka (1), angka (3), 
angka (5) hingga angka 
(10), angka (11), angka 
(13), dan angka (14) 
dilakukan dengan 
menerakan cap penolakan 
tanda masuk pada 
dokumen perjalanan 
dengan tinta merah; 

d. Orang asing yang 

dikenakan penolakan 

masuk karena alasan 

angka (2), angka (4), 

angka (12), dan angka 

(15) dilakukan dengan 

memberikan surat 

keterangan penolakan 

masuk tanpa menerakan 

cap tanda menolak masuk 

pada dokumen perjalanan; 

e. Pejabat Imigrasi dapat 

menahan pengguna 

dokumen perjalanan palsu 

atau dipalsukan paling 

lama 24 (dua puluh empat) 

jam jika ada permintaan 

dari pejabat resmi Negara 

asing; 

f. Orang asing yang 

dikenakan penolakan 

masuk karena alasan 

angka (16) dilakukan 

dengan cara : 

a) Menarik kartu Izin 

Tinggalnya untuk 

dikembalikan kepada 

 yang berlaku penangkalan; facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  dari 6 (enam) bulan; 

16. Orang asing pemegang ITAS 

atau ITAP yang Izin Masuk 

Kembali sudah berakhir masa 

berlaku. 

Kantor Imigrasi yang 

menerbitkan; 

b) Menulis keterangan 

tidak berlaku (void) 

pada cap izin 

tinggalnya yang 

terdapat di Paspor. 

    

 
12 

 
Penolakan 

Keluar Wilayah 

Indonesia bagi 

Orang Asing 

 

Pejabat Imigrasi dapat menolak 
Orang Asing untuk Keluar 
Wilayah Indonesia dalam hal : 

 

1. Tidak memiliki Dokumen 
Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku; 

2. Diperlukan untuk kepentingan 

penyidikan atas permintaan 

pejabat yang berwenang; 

3. Namanya tercantum dalam 

daftar pencegahan; atau 

4. Masih mempunyai kewajiban 

di Indonesia yang harus 

diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan jika WNA 
tersebut termasuk ke 
dalam salah satu 
komponen pencegahan; 

 
b. Menolak keberangkatan 

Orang Asing. 

 

2 (dua) menit 
 

*bila tidak ada 
gangguan 
jaringan 

 
Tidak ada 

biaya 

 

STP 
(Surat Tanda 

Penerimaan) Paspor 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
13 

 
Penolakan 

Keluar Wilayah 

Indonesia bagi 

WNI 

 
Pejabat Imigrasi dapat menolak 

WNI untuk Keluar Wilayah 

Indonesia dalam hal : 

 

1. Tidak memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan 

masih berlaku; 

2. Diperlukan untuk kepentingan 

penyidikan atas permintaan 

pejabat yang berwenang; 

3. Namanya tercantum   dalam 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan jika WNI 

tersebut termasuk ke 

dalam salah satu daftar 

pencegahan; 

b. Menolak keberangkatan 

WNI. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

biaya 

 

STP 
(Surat Tanda 

Penerimaan) Paspor 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 
@ImigrasiSabang 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  daftar pencegahan.     Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 
0811 68 566 56 

 
14 

 
Penanggung 

Jawab Alat 

Angkut 

Penanggung jawab alat angkut 

yang datang dari luar Wilayah 

Indonesia diwajibkan untuk : 

1. Sebelum   kedatangan  atau 

keberangkatan 

memberitahukan  rencana 

kedatangan      atau 

keberangkatan secara tertulis 

atau elektronik kepada pejabat 

Imigrasi  paling lambat  6 

(enam) jam  sebelum   alat 

angkut reguler tiba dan paling 

lambat 48 (empat  puluh 

delapan) jam sebelum alat 

angkut reguler tiba; 

2. Menyampaikan daftar 

penumpang dan daftar awak 

alat angkut  yang 

ditandatanganinya kepada 

Pejabat Imigrasi; 

3. Memberikan tanda atau 

mengibarkan bendera isyarat 

bagi kapal laut yang datang 

dari luar wilayah Indonesia 

dengan menmbawa 

penumpang; 

4. Melarang setiap orang naik 

atau turun daeri alat angkut 

tanpa izin Pejabat Imigrasi 

sebelum dan selama 

dilakukan pemeriksaan 

 
a. Penanggungjawab alat 

angkut wajib memeriksa 

dokumen perjalanan 

dan/atau Visa setiap 

penumpang yang kan 

melakukan perjalanan 

masuk Wilayah Indonesia; 

b. Pemeriksaan dilakukan 

sebelum penumpang naik 

ke alat angkutnya yang 

akan menuju Wilayah 

Indonesia; 

 
c. Penanggungjawab alat 

angkut wajib menolak 

untuk mengangkut setiap 

penumpang yang tidak 

memiliki dokumen 

perjalanan, Visa, dan/atau 

Dokumen Keimigrasian 

yang sah dan masih 

berlaku; 

d. Jika dalam pemeriksaan 

Keimigrasian oleh Pejabat 

Imigrasi ditemukan ada 

penumpang sebagaimana 

dimaksud pada nomor C, 

penanggungjawab alat 

angkut dikenai sanksi 

berupa biaya beban dan 

wajib membawa kembali 

 
14 (empat 

belas) hari sejak 

tanggal 

keputusan 

pembayaran 

biaya beban 

diterima oleh 

penangggung 

jawab alat 

angkut 

 
Setiap 

penanggung 

jawab alat 

angkut yang 

melanggar 

ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud 

dalam pasal 

19 ayat 4 

Undang- 

undang 

nomor 6 

tahun 2011 

tentang 

keimigrasian 

wajib 

membayar 

biaya beban 

sesuai 

ketentuan 

peraturan 

perundang- 

undangan 

yang berlaku. 

 
Pengenaan Biaya 

Beban 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  Keimigrasian; 

5. Melarang setiap orang naik 

atau turun dari alat angkut 

yang telah mendapat 

penyelesaian keimigrasian 

selama menunggu 

keberangkatan; 

6. Membawa kembali keluar 

wilayah Indonesia pada 

kesempatan pertama setiap 

orang asing yang tidak 

memenuhi persyaratan yang 

datang dengan alat 

angkutnya; 

7. Menjamin bahwa orang asing 

yang diduga atau dicurigai 

akan masuk wilayah Indonesia 

secara tidak sah untuk tidak 

turun dari alat angkutnya; 

8. Menanggung segala biaya 

yang timbul sebagai akibat 

pemulangan setiap 

penumpang dan atau awak 

alat angkutnya. 

Penanggung jawab alat angkut 

dilarang : 

1. Membawa penumpang 

internasional dan domestik 

dalam satu alat angkut yang 

sama; 

2. Membawa orang yang tidak 

terdapat dalam daftar awak 

alat angkut dan/atau daftar 

penumpang; 

3. Membawa orang yang tidak 

memiliki Dokumen Perjalanan 

dan/atau Dokumen 

Keimigrasian yang sah dan 

penumpang tersebut keluar 

Wilayah Indonesia. 

    



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 
Produk Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  masih berlaku dan Visa 

kecuali orang asing warga 

Negara tertentu yang 

dibebaskan dari kewajiban 

memiliki Visa sesuia dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

     

 

 
Mengetahui, 
Kepala Kantor, 

 
  
 

Lutfi 

NIP. 196912221991031001 



Lampiran 3 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH ACEH 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 
Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 

Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI 

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI LAUT SABANG 
 

 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 

dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

1 Pemeriksaan 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang 

perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang 

Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia; 

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa 

Kunjungan; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

Perangkat - Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi; 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim; 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim; 

 
4. Kepala Sub 

Seksi 
Lantaskim. 

6 Petugas Orang Asing Evaluasi 

 Keimigrasian 

Terhadap 

Orang Asing 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 yang diproses 

adalah orang 

asing dengan 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

  Alat  tidak termasuk sebulan 

  Perlengkapan  dalam daftar guna 

  Cap  cekal serta mengevalua 

  Keimigrasian;  prosedur si pelayanan 

    sesuai dengan sehingga 

    peraturan pelayanan 

    yang berlaku. dapat terus 

     ditingkatkan 

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 
2 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap 

Orang Asing 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang 

Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 
 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian; 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas. 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kepala Sub 

Seksi 
Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang Asing 

yang diproses 

adalah Orang 

Asing dengan 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar 

cekal serta 

prosedur 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku. 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 

 
3 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap WNI 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 
 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

4. Kepal Sub 
Seksi 
Lantaskim 

6 Petugas WNI yang 

diproses 

adalah WNI 

dengan 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar 

cekal serta 

prosedur 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku. 

Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan guna 

mengevaluasi 

pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

      

4 Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap WNI 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

- Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

 
- Pelaksana 

berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

3. Kepala 
Seksi 
Inteldakim 

4. Kepala Sub 
Seksi 
Lantaskim 

6 Petugas WNI yang 

diproses 

adalah WNI 

dengan 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar 

cekal serta 

prosedur 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku. 

Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 

 
5 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Anak 

Berkewargane 

garaan Ganda 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kepala Sub 

Seksi 
Lantaskim 

 
6 Petugas 

 

Anak 
berkewargane 
garaan ganda 
yang diproses 
adalah anak 
berkewargane 
garaan ganda 
dengan 
dokumen 
perjalanan 
yang sah dan 
masih berlaku, 
tidak termasuk 
dalam daftar 
cekal serta 
prosedur 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 pelaksanaan 
tugas 

  sesuai dengan 
peraturan 
yang berlaku. 

dapat terus 

ditingkatkan 

 
6 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut WNI 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat 
angkut WNI 
yang diproses 
adalah awak 
alat angkut WNI 
dengan 
dokumen 
perjalanan yang 
sah dan masih 
berlaku, tidak 
termasuk dalam 
daftar cekal 
serta prosedur 
sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku. 

 
Evaluasi 
perhari dan 
perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan 
minimal 1 
(satu) kali 
dalam 
sebulan guna 
mengevaluasi 
pelayanan 
sehingga 
pelayanan 
dapat terus 
ditingkatkan 

 
7 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut WNI 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 
 

Alat 

Perlengkapan 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat 

angkut laut 

WNI yang 

diproses 

adalah awak 

alat angkut 

laut WNI 

dengan 

dokumen 

perjalanan 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

Cap 

Keimigrasian. 

tugasnya; 
- Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

4. Kasubsi 
Lantaskim 

 yang sah dan 

masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar 

cekal serta 

prosedur 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku. 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 
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Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut WNA 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat 

angkut laut 

WNA yang 

diproses 

adalah awak 

alat angkut 

laut WNA 

dengan 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar 

cekal serta 

prosedur 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku. 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 
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Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut WNA 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 

- Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat 

angkut laut 

WNA yang 

diproses 

adalah awak 

alat angkut 

laut WNA 

dengan 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar 

cekal serta 

prosedur 

sesuai dengan 

peraturan 

yang berlaku. 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 
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Pemeriksaan 

Keimigrasian 

terhadap 

Nahkoda, Awak 

Kapal, dan 

Tenaga Ahli 

Asing 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas 

Visa Kunjungan; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Nahkoda, awak 

kapal dan 

tenaga ahli 

asing yang 

diproses adalah 

Nahkoda, awak 

kapal, dan 

tenaga ahli 

asing dengan 

dokumen 

perjalanan yang 

sah dan masih 

berlaku, tidak 

termasuk dalam 

daftar cekal 

serta prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

    berlaku.  
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Penolakan 

Masuk Wilayah 

Indonesia bagi 

Orang Asing 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang asing 

yang diproses 

adalah orang 

asing yang 

namanya 

tercantum 

dalam daftar 

penangkalan, 

tidak memiliki 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

memiliki 

dokumen 

keimigrasian 

dan/atau visa 

palsu, tidak 

memiliki visa 

kecuali yang 

dibebaskan 

dari kewajiban 

memiliki visa, 

telah memberi 

keterangan 

yang tidak 

benar dalam 

memperoleh 

visa, 

menderita 

penyakit 

menular yang 

membahayaka 

n kesehatan 

umum, terlibat 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

       kejahatan 

internasional 

dan tindak 

pidana 

transnasional 

yang 

terorganisasi 

dan termasuk 

dalam daftar 

pencarian 

orang untuk 

ditangkap dari 

suatu negara 

asing. 
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Penolakan 

Keluar Wilayah 

Indonesia bagi 

Orang Asing 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang asing 

yang diproses 

adalah orang 

asing yang 

tidak 

mempunyai 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

diperlukan 

untuk 

kepentingan 

penyelidikan 

atas 

permintaaan 

pejabat yang 

berwenang, 

dan namanya 

tercantum 

dalam daftar 

pencegahan. 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 

13 Penolakan 

Keluar Wilayah 

Indonesia bagi 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

 

- Pegawai yang 
telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 

6 Petugas Orang 

indonesia 

yang diproses 

adalah orang 

Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

 WNI Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 indonesia 

yang tidak 

mempunyai 

dokumen 

perjalanan 

yang sah dan 

masih berlaku, 

diperlukan 

untuk 

kepentingan 

penyelidikan 

atas 

permintaaan 

pejabat yang 

berwenang, 

dan namanya 

tercantum 

dalam daftar 

pencegahan. 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 
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Penanggung 

Jawab Alat 

Angkut 

 
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang 

Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia; 

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas 

Visa Kunjungan; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 

Tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Cap Keimigrasian; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat 

Perlengkapan 

Cap 

Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang 

telah lulus dan 
diangkat 
menjadi PNS 
sesuai 
dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten 
dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat 
Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala 
Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala 

Seksi 
Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Penanggung 

Jawab alat 

angkut reguler 

wajib 

menggunakan 

sistem informasi 

pemrosesan 

pendahuluan 

data 

penumpang dan 

melakukan 

kerjasama 

dalam rangka 

pemberitahuan 

data 

penumpang 

melalui Simkim 

dikecualikan 

bagi 

penumpang 

kapal wisata 

 
Evaluasi 

perhari dan 

perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan 

minimal 1 

(satu) kali 

dalam 

sebulan 

guna 

mengevalua 

si pelayanan 

sehingga 

pelayanan 

dapat terus 

ditingkatkan 



 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
 

Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 

Kompetensi 
Pelaksana 

 

Pengawasan 
Internal 

 

Jumlah 
Pelaksana 

 

Jaminan 
Pelayanan 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

  8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 

02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

    (yacht).  

 
 
 
 

Mengetahui, 

Kepala Kantor, 

 
 
 

Lutfi 

NIP. 19691222199103001 



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH ACEH 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 
Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 

Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI 

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MAIMUN SALEH 

 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

 
1 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap 

Orang Asing 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
Setiap Orang Asing yang masuk 
Wilayah Indonesia harus 
memenuhi persyaratan: 
1. Memiliki Visa yang sah dan 

masih berlaku, kecuali yang 
dibebakan dari kewajiban 
memiliki Visa sesuai dengan 
ketentuan perundang- 
undangan; 

2. Memiliki Dokumen 
Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku paling singkat 
6 (enam) bulan dari masa 
berlaku paspor; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
penangkalan; 

4. Tercantum dalam daftar 
penumpang; 

5. Orang Asing yang 
dibebaskan dari kewajiban 
memiliki Visa juga harus 
memiliki tiket kembali atau 
tiket terusan ke negara lain. 

6. Memiliki izin masuk kembali 
bagi orang Asing pemegang 
izin Tinggal terbatas atau 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memeriksa Visa, 

dikecualikan bagi orang 

asing yang dibebaskan dari 

kewajiban memiliki visa; 

d. Memindai Dokumen 

Perjalanan; 

e. Mengambil data biometrik; 

f. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 

Tidak 

Biaya 

 
Ada 

 

Peneraan cap 

Tanda Masuk 

pada Dokumen 

Perjalanan sesuai 

Visa yang dimiliki. 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

      
Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

      
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

      
Instagram: 

@imigrasisabang 

      
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

      
Hotline: 

0811 68 566 56 

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  Izin Tinggal Tetap yang 
masih berlaku. 

     

 
2 

 
Pemeriksaan 

 
Setiap Orang Asing yang Keluar 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memeriksa izin keluar atau 

izin masuk kembali; 

d. Memindai Dokumen 

Perjalanan; 

e. Mengambil data biometrik; 

f. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
Tidak Ada 

Biaya, 

 
Kecuali bagi 

Orang Asing 

yang telah 

melebihi izin 

tinggal  yang 

telah 

ditentukan dan 

dikenakan 

biaya beban 

sebesar 

Rp1.000.000 

per hari sesuai 

dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang- 

undangan 

yang berlaku. 

 
Peneraan cap 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 Keimigrasian 

Terhadap 

Orang Asing 

Wilayah Indonesia harus 

memenuhi persyaratan : *bila tidak ada 

gangguan 

Tanda Keluar 

pada Dokumen 

Perjalanan yang 
 yang Keluar 1.   Memiliki Dokumen jaringan dimiliki. 

 Wilayah Perjalanan yang sah dan   

 Indonesia masih berlaku;   

  2. Memiliki izin masuk kembali   

  ke wilayah Indonesia bagi   

  Orang Asing pemegang Izin   

  Tinggal Terbatas atau Izin   

  Tinggal Tetap;   

  3. Memiliki   izin   keluar   bagi   

  Orang Asing yang di kenai   

  Tindakan Administratif   

  Keimigrasian;   

  4.   Memiliki Izin Kunjungan   

  yang masih berlaku;   

  5.   Memiliki tanda bukti   

  pengembalian Dokumen;   

  6. Tidak termasuk dalam daftar   

  penangkalan;   

  7.   Tercantum dalam daftar   

  penumpang.   

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

 
3 

 

Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap WNI 

 
Setiap WNI yang Masuk 

Wilayah  Indonesia  harus 

memenuhi persyaratan : 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Memeriksa dalam daftar 

pencegahan; 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak 

biaya 

 
ada 

 

Peneraan cap 

tanda masuk pada 

Dokumen 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku; 

2. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan; 

3. Tercantum dalam daftar 
penumpang/awak alat 
angkut kecuali bagi 
kendaraan pribadi dan 
kendaraan muatan barang. 

  Perjalanan 

Republik 

Indonesia. 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

      Instagram: 

@imigrasisabang 

      
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

      
Hotline: 

0811 68 566 56 

 
4 

 
Pemeriksaan 

 
Setiap WNI yang Keluar Wilayah 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

b. Melakukan wawancara; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Memeriksa dalam daftar 

pencegahan; 

 
2 (dua) menit 

 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak 

 
ada 

 
Peneraan cap 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 

bang 
 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 

 Keimigrasian Indonesia harus memenuhi biaya  tanda Keluar 

 Terhadap WNI persyaratan :   pada Dokumen 
 yang Keluar    Perjalanan 
 Wilayah 

Indonesia 

1. Memiliki Dokumen 
Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku paling singkat 
6 (enam) bulan dari masa 
berlaku paspor; 

2. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan; 

3. Tercantum dalam daftar 
penumpang/awak alat 
angkut kecuali bagi 
kendaraan pribadi dan 
kendaraan muatan barang. 

  Republik 

Indonesia. 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

       Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
5 

 
Pemeriksaan 

 
Anak berkewarganegaraan 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan bagi anak 

berkewarganegaraan ganda 

yang memiliki Paspor 

Kebangsaan serta Fasilitas 

Keimigrasian, dilakukan 

dengan tahapan dan tata 

cara yang sama dengan 

Pemeriksaan Keimigrasian 

terhadap Warga Negara 

Indonesia; 

b. Memeriksa  dokumen 

perjalanan bagi anak 

berkewarganegaraan ganda 

yang memiliki Paspor 

Kebangsaan dan tidak 

memiliki   Fasilitas 

Keimigrasian, dilakukan 

dengan tahapan dan tata 

cara Pemeriksaan 

Keimigrasian bagi WNI. 

 
2 (dua) menit 

 
Tidak 

 
ada 

 

 Peneraan  cap 
keberangkatan 
di Dokumen 
Perjalanan bagi 
ABG  yang 
keluar Wilayah 
Indonesia; 

 

 Pemberian cap 
masuk WNI 
bagi ABG 
dengan 
Fasilitas 
Keimigrasian 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 

bang 
 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 Keimigrasian Ganda yang masuk atau Keluar *bila tidak ada biaya  

 bagi Anak Wilayah Indonesia harus gangguan   

 Berkewargane memenuhi persyaratan : jaringan   

 garaan Ganda 1. Memiliki Dokumen 
Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku paling singkat 
6 (enam) bulan; 

2. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan atau daftar 
penangkalan; 

3. Memiliki Fasilitas 
Keimigrasian  jika 
menggunakan Paspor 
Kebangsaan; 

4. Bagi anak 
berkewarganegaraan ganda 
yang masuk Wilayah 
Indonesia menggunakan 
paspor kebangsaan dan 
Anak Berkewarganegaraan 
ganda yang menggunakan 
Paspor      R.I.  keluar 
Indonesia Dokumen 
Perjalanannya berlaku 
paling singkat 6     (enam) 

   

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  bulan.      

 
6 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut  WNI 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
alat angkut; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
penangkalan. 

4. Surat pernyataan dalam 
keadaan darurat oleh 
penanggung jawab alat 
angkut 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan; 

b. Memeriksa daftar awak alat 

angkut, kecuali awak alat 

angkut darat; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 

*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak ada 

biaya 

 
Peneraan  cap 

tanda masuk 

pada Paspor 

Kebangsaan. 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

     
Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

     
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

     
Instagram: 

@imigrasisabang 

     
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

     
Hotline: 

0811 68 566 56 

 
7 

 

Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

 

1. Memiliki Dokumen 
Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku paling singkat 
6 (enam) bulan dari masa 
berlaku paspor; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
alat angkut; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan. 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan; 

b. Memeriksa daftar awak alat 

angkut, kecuali awak alat 

angkut darat; 

c. Memindai Dokumen 

Perjalanan Republik 

Indonesia; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

pencegahan. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

 
Tidak ada 

biaya 

 

Peneraan cap 

tanda keluar pada 

Paspor 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 Angkut  WNI 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

gangguan 

jaringan 

 Kebangsaan. Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

     
Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

     
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

     Instagram: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

       @imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
8 

 

Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

 

1. Memiliki Dokumen 
Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku paling singkat 
6 (enam) bulan dari masa 
berlaku paspor; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
alat angkut; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
penangkalan. 

4. Surat pernyataan dalam 
keadaan darurat oleh 
penanggung jawab alat 
angkut. 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan; 

b. Memeriksa daftar awak alat 

angkut; 

c. Memindai Paspor 

Kebangsaan; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

penangkalan. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak 

biaya 

 
ada 

 

Peneraan cap 

tanda masuk 

awak alat angkut 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 Angkut WNA 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

  pada Dokumen 

Perjalanan. 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

     
Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

     
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

     
Instagram: 

@imigrasisabang 

     
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

     
Hotline: 

0811 68 566 56 

 
9 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Awak Alat 

Angkut WNA 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku; 

2. Terdaftar dalam daftar awak 
alat angkut; 

3. Tidak termasuk dalam daftar 
pencegahan. 

 
a. Memeriksa dokumen 

perjalanan; 

b. Memeriksa daftar awak alat 

angkut; 

c. Memindai Paspor 

Kebangsaan; 

d. Mengambil data biometrik; 

e. Memeriksa dalam daftar 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 

Tidak Ada 
Biaya, 

 

Kecuali bagi 
Orang Asing 
yang telah 
melebihi izin 
tinggal yang 
telah 
ditentukan dan 

 
Peneraan cap 

tanda masuk 

awak alat angkut 

pada Dokumen 

Perjalanan. 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

   pencegahan.  dikenakan  facebook.com/imigrasisa 

biaya beban bang 

 sebesar 
Rp1.000.000 
per hari sesuai 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

 dengan 
ketentuan 
peraturan 

Instagram: 

@imigrasisabang 

 perundang- Whatsapp: 
 undangan 0811 68 566 56 

 yang berlaku. 
Hotline: 

  0811 68 566 56 

 
10 

 
Penolakan 

Masuk Wilayah 

Indonesia bagi 

Orang Asing 

 
Pejabat Imigrasi dapat menolak 

Orang Asing untuk Masuk 

Wilayah Indonesia dalam hal : 

1. Namanya tercantum dalam 

daftar penangkalan; 

2. Tidak memiliki dokumen 

perjalanan yang sah dan 

masih berlaku; 

3. Memiliki dokumen 

keimigrasian dan/atau visa 

palsu; 

4. Tidak memiliki visa, kecuali 

yang dibebaskan dari 

kewajiban memiliki visa; 

5. Telah memberi keterangan 

yang tidak benar dalam 

memperoleh visa; 

6. Menderita penyakit menular 

yang membahayakan 

kesehatan umum; 

7. Terlibat kejahatan 

Internasional dan Tindak 

pidana Transnasional yang 

terorganisasi; 

8. Termasuk    dalam     daftar 

 
a. Tolak pendaratan dan 

melaporkan kepada Direktur 

Jenderal Imigrasi; 

b. Orang asing yang 

dikenakan penolakan masuk 

karena alasan pada angka 

(2) hingga (10) diusulkan 

untuk dimasukkan dalam 

daftar Penangkalan; 

c. Orang asing yang ditolak 

masuk karena alasan angka 

(1), angka (3), angka (5) 

hingga angka (10), angka 

(11), angka (13), dan angka 

(14) dilakukan dengan 

menerakan cap penolakan 

tanda masuk pada dokumen 

perjalanan dengan tinta 

merah; 

d. Orang asing yang 

dikenakan penolakan masuk 

karena alasan angka (2), 

angka (4), angka (12), dan 

angka (15) dilakukan 

dengan memberikan surat 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Penanggung 

Jawab  alat 

angkut 

membayar 

denda sesuai 

peraturan 

yang berlaku 

 

- Peneraan  cap 
penolakan tanda 
masuk pada 
dokumen 
perjalanan 
dengan memakai 
tinta merah; 

- Surat Keterangan 
Penolakan 
Masuk; 

- Surat Usulan ke 
daftar 
penangkalan; 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

    
Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

    
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

    
Instagram: 

@imigrasisabang 

    
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

    
Hotline: 

0811 68 566 56 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  pencarian orang untuk 

ditangkap dari suatu Negara 

asing; 

9. Terlibat dalam kegiatan 

makar terhadap Pemerintah 

Republik Indonesia; atau 

10. Termasuk dalam jaringan 

praktik atau kegiatan 

prostitusi, perdagangan 

orang, dan penyelundupan 

manusia. 

11. Tidak tercantum dalam 

daftar awak alat angkut atau 

daftar penumpang; 

keterangan penolakan 

masuk tanpa menerakan 

cap tanda menolak masuk 

pada dokumen perjalanan; 

e. Pejabat Imigrasi dapat 

menahan pengguna 

dokumen perjalanan palsu 

atau dipalsukan paling lama 

24 (dua puluh empat) jam jika 

ada permintaan dari pejabat 

resmi Negara asing; 

f. Orang asing yang 

dikenakan penolakan masuk 

karena alasan angka (16) 

dilakukan dengan cara : 

a) Menarik kartu Izin 

Tinggalnya untuk 

dikembalikan kepada 

Kantor Imigrasi yang 

menerbitkan; 

b) Menulis keterangan 

tidak berlaku (void) pada 

cap izin tinggalnya yang 

terdapat di Paspor. 

    

12. Tidak memiliki biaya hidup 

yang cukup selama di 

Indonesia; 

13. Membahayakan 

keamanan;atau 

14. Mengganggu ketertiban 

umum; 

15. Masa berlaku Paspor 

kurang dari 6 (enam) bulan; 

16. Orang asing pemegang 

ITAS atau ITAP yang Izin 

Masuk Kembali sudah 

berakhir masa berlaku; 

 
11 

 
Penolakan 

Keluar Wilayah 

Indonesia bagi 

Orang Asing 

 
Pejabat Imigrasi dapat menolak 

Orang Asing untuk Keluar 

Wilayah Indonesia dalam hal : 

 

1.   Tidak memiliki Dokumen 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan jika WNA tersebut 

termasuk ke dalam salah 

satu komponen 

pencegahan; 

b. Menolak keberangkatan 

Orang Asing. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak 

biaya 

 
ada 

 

STP 
(Surat Tanda 
Penerimaan) 
Paspor 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 
facebook.com/imigrasisa 

  Perjalanan yang sah dan     

  masih berlaku;     

  2.   Diperlukan untuk     

  kepentingan penyidikan atas     

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  permintaan pejabat yang 

berwenang; 

3. Namanya tercantum dalam 

daftar pencegahan; atau 

4. Masih mempunyai 

kewajiban di Indonesia yang 

harus diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

    bang 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 

Instagram: 

@imigrasisabang 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 

Hotline: 

0811 68 566 56 

 
12 

 
Penolakan 

Keluar Wilayah 

Indonesia bagi 

WNI 

 
Pejabat Imigrasi dapat menolak 

WNI untuk Keluar Wilayah 

Indonesia dalam hal : 

1. Tidak memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan 

masih berlaku; 

2. Diperlukan untuk 

 
a. Memeriksa Dokumen 

Perjalanan jika WNI tersebut 

termasuk ke dalam salah satu 

daftar pencegahan; 

b. Menolak keberangkatan WNI. 

 
2 (dua) menit 

 
*bila tidak ada 

gangguan 

jaringan 

 
Tidak 

biaya 

 
ada 

 

STP 
(Surat Tanda 
Penerimaan) 
Paspor 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

  kepentingan penyidikan atas 

permintaan pejabat yang 

berwenang; atau\ 

    Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

  3. Namanya tercantum dalam 

daftar pencegahan. 

    
Twitter: 

@ImigrasiSabang 

       
Instagram: 

@imigrasisabang 

       
Whatsapp: 

0811 68 566 56 

       
Hotline: 

0811 68 566 56 

 
13 

 
Penanggung 

Jawab Alat 

Angkut 

 

Penanggung jawab alat angkut 
yang datang dari luar Wilayah 
Indonesia diwajibkan untuk : 
1. Sebelum kedatangann atau 

 
a.   Penanggungjawab alat 

angkut wajib memeriksa 

dokumen perjalanan 

dan/atau       Visa       setiap 

 
14 (empat 

belas) hari sejak 

tanggal 

keputusan 

 
Setiap 

penanggung 

jawab alat 

angkut yang 

 

Pengenaan Biaya 

Beban 

 

Website: 

http://kanimsabang.keme 
nkumam.go.id/ 

 

Email: 

https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c
https://sabang.imigrasi.go.id/
https://sabang.imigrasi.go.id/


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  keberangkatan 
memberitahukan  rencana 
kedatangan    atau 
keberangkatan   secara 
tertulis atau elektronik 
kepada pejabat  Imigrasi 
paling lambat 6 (enam) jam 
sebelum alat angkut reguler 
tiba dan paling lambat 48 
(empat puluh delapan) jam 
sebelum alat angkut reguler 
tiba; 

2. Menyampaikan daftar 
penumpang dan daftar awak 
alat angkut  yang 
ditandatanganinya kepada 
Pejabat Imigrasi; 

3. Melarang setiap orang naik 
atau turun daeri alat angkut 
tanpa izin Pejabat Imigrasi 
sebelum dan selama 
dilakukan pemeriksaan 
Keimigrasian; 

4. Melarang setiap orang naik 
atau turun dari alat angkut 
yang telah mendapat 
penyelesaian keimigrasian 
selama menunggu 
keberangkatan; 

5. Membawa kembali keluar 
wilayah Indonesia pada 
kesempatan pertama setiap 
orang asing yang tidak 
memenuhi persyaratan yang 
datang dengan alat 
angkutnya; 

6. Menjamin bahwa orang asing 
yang diduga atau dicurigai 
akan masuk wilayah 
Indonesia secara tidak sah 
untuk tidak turun dari alat 
angkutnya; 

7. Menanggung segala biaya 

penumpang yang kan 

melakukan perjalanan 

masuk Wilayah Indonesia; 

b. Pemeriksaan dilakukan 

sebelum penumpang naik ke 

alat angkutnya yang akan 

menuju Wilayah Indonesia; 

c. Penanggungjawab   alat 

angkut wajib menolak untuk 

mengangkut  setiap 

penumpang yang tidak 

memiliki dokumen 

perjalanan, Visa, dan/atau 

Dokumen Keimigrasian yang 

sah dan masih berlaku; 

d. Jika dalam pemeriksaan 

Keimigrasian oleh Pejabat 

Imigrasi ditemukan ada 

penumpang sebagaimana 

dimaksud pada nomor C, 

penanggungjawab alat 

angkut dikenai sanksi 

berupa biaya beban dan 

wajib membawa kembali 

penumpang tersebut keluar 

Wilayah Indonesia. 

pembayaran 

biaya beban 

diterima oleh 

penangggung 

jawab  alat 

angkut 

melanggar 

ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud 

dalam pasal 19 

ayat 4 Undang- 

undang nomor 

6 tahun 2011 

tentang 

keimigrasian 

wajib 

membayar 

biaya beban 

sesuai 

ketentuan 

peraturan 

perundang- 

undangan yang 

berlaku 

 imigrasi_sabang@yahoo. 
co.id 
imigrasi.sabang@gmail.c 
om 

 

Facebook: 

facebook.com/imigrasisa 
bang 

 

Twitter: 

@ImigrasiSabang 
 

Instagram: 

@imigrasisabang 
 

Whatsapp: 

0811 68 566 56 
 

Hotline: 

0811 68 566 56 

mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi_sabang@yahoo.co.id
mailto:imigrasi.sabang@gmail.c


 
No 

 

Jenis Produk 
Layanan 

 
Persyaratan 

 

Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 
Jangka Waktu 

 
Biaya/ Tarif 

 

Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, Saran 

Dan Masukan 

  yang timbul sebagai akibat 
pemulangan setiap 
penumpang dan atau awak 
alat angkutnya. 

Penanggungjawab alat angkut 

dilarang : 

1. Membawa penumpang 
internasional dan domestik 
dalam satu alat angkut yang 
sama; 

2. Membawa orang yang tidak 
terdapat dalam daftar awak 
alat angkut dan/atau daftar 
penumpang; 

3. Membawa orang yang tidak 
memiliki Dokumen 
Perjalanan dan/atau 
Dokumen Keimigrasian yang 
sah dan masih berlaku dan 
Visa kecuali orang asing 
warga Negara tertentu yang 
dibebaskan dari kewajiban 
memiliki Visa sesuia   
dengan   ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan 

     

 

 
Mengetahui, 

Kepala Kantor, 

 
 
  
 

Lutfi 

NIP. 196912221991031001 



Lampiran 3 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI 
Sabang tentang Penetapan Standar Pelayanan 
pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 

Nomor : W.1.IMI.IMI.3-813.OT.01.03 TAHUN 2023 
Tanggal : 03 Maret 2023 

 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH ACEH 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG 

Jalan Teuku Umar No. 10 Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang 23511 
Telp (0651) 21343 Fax (0652) 22833 

Laman : www.sabang.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi.sabang@gmail.com 

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN 
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI 

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MAIMUN SALEH 
 

 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

 
1 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap 

Orang  Asing 

yang Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian; 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang Asing yang 

diproses  adalah 

orang asing dengan 

dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar cekal 

serta prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 

https://www.sabang.imigrasi.go.id/
mailto:imigrasi.sabang@gmail.com


 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

  5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

      

 
2 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap 

Orang  Asing 

yang Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian; 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas. 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang Asing yang 

diproses       adalah 

Orang Asing 

dengan dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar cekal 

serta          prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

 
3 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap 

WNI yang 

Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun Pemeriksaan 

Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
WNI yang diproses 

adalah WNI dengan 

dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar cekal 

serta prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 

 
4 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Terhadap 

WNI yang 

Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
WNI yang diproses 

adalah WNI dengan 

dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar cekal 

serta prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

  Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun Pemeriksaan 

Keimigrasian. 

      

 
5 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi Anak 

Berkewargan 

egaraan 

Ganda 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
Nomor 28 Tahun Pemeriksaan 
Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 

Anak 
berkewarganegaraa 
n  ganda   yang 
diproses   adalah 
anak 
berkewarganegaraa 
n ganda  dengan 
dokumen 
perjalanan yang sah 
dan masih berlaku, 
tidak  termasuk 
dalam daftar cekal 
serta  prosedur 
sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 

 
6 

 
Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi       Awak 

Alat    Angkut 

WNI yang 

Masuk 

Wilayah 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

- Pegawai yang telah 
lulus dan diangkat 
menjadi PNS sesuai 
dengan kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala Kantor 

 

1. Kepala Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

 
6 Petugas 

 
Awak alat angkut 
WNI yang diproses 
adalah awak alat 
angkut WNI dengan 
dokumen 
perjalanan yang sah 
dan masih berlaku, 
tidak termasuk 
dalam daftar cekal 

 
Evaluasi perhari dan 
perkegiatan dan 
evaluasi pelayanan 
minimal 1 (satu) kali 
dalam sebulan guna 
mengevaluasi 
pelayanan sehingga 
pelayanan dapat 
terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

 Indonesia tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun Pemeriksaan 

Keimigrasian. 

Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

tentang pelaksanaan 
tugas 

Lantaskim  serta         prosedur 
sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku. 
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Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi       Awak 

Alat    Angkut 

WNI yang 

Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun Pemeriksaan 

Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat angkut 

udara WNI  yang 

diproses  adalah 

awak alat angkut 

udara WNI dengan 

dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak  termasuk 

dalam daftar cekal 

serta  prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
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Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi       Awak 

Alat    Angkut 

WNA yang 

Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat angkut 

udara WNA yang 

diproses adalah 

awak alat angkut 

udara WNA 

dengan dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar cekal 

serta prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 
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Pemeriksaan 

Keimigrasian 

bagi       Awak 

Alat    Angkut 

WNA yang 

Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 

- Pegawai yang telah 
lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala Kantor 
tentang 

 

1. Kepala Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Awak alat angkut 

udara WNA yang 

diproses adalah 

awak alat angkut 

udara WNA 

dengan dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

tidak termasuk 

dalam daftar cekal 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

  Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

 pelaksanaan tugas   serta         prosedur 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

terus ditingkatkan 
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Penolakan 

Masuk 

Wilayah 

Indonesia 

bagi Orang 

Asing 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang asing   yang 
diproses  adalah 
orang asing yang 
namanya tercantum 
dalam   daftar 
penangkalan, tidak 
memiliki dokumen 
perjalanan yang sah 
dan masih berlaku, 
memiliki dokumen 
keimigrasian 
dan/atau visa palsu, 
tidak memiliki visa 
kecuali    yang 
dibebaskan dari 
kewajiban memiliki 
visa, telah memberi 
keterangan yang 
tidak benar dalam 
memperoleh visa, 
menderita penyakit 
menular yang 
membahayakan 
kesehatan   umum, 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

    terlibat kejahatan 
internasional dan 
tindak pidana 
transnasional yang 
terorganisasi dan 
termasuk dalam 
daftar pencarian 
orang untuk 
ditangkap dari suatu 
negara asing. 
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Penolakan 

Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

bagi Orang 

Asing 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang asing   yang 
diproses  adalah 
orang asing yang 
tidak mempunyai 
dokumen 
perjalanan yang sah 
dan masih berlaku, 
diperlukan  untuk 
kepentingan 
penyelidikan    atas 
permintaaan 
pejabat    yang 
berwenang, dan 
namanya tercantum 
dalam daftar 
pencegahan. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
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Penolakan 

Keluar 

Wilayah 

Indonesia 

bagi WNI 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
Nomor 28 Tahun Pemeriksaan 
Keimigrasian. 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

 
Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 
- Pegawai yang telah 

lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala 
Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 
4. Kasubsi 

Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Orang indonesia 

yang diproses 

adalah orang 

indonesia  yang 

tidak mempunyai 

dokumen 

perjalanan yang sah 

dan masih berlaku, 

diperlukan untuk 

kepentingan 

penyelidikan   atas 

permintaaan 

pejabat   yang 

berwenang, dan 

namanya tercantum 

dalam daftar 

pencegahan. 

 
Evaluasi  perhari 

dan perkegiatan 

dan evaluasi 

pelayanan   minimal 

1 (satu) kali dalam 

sebulan  guna 

mengevaluasi 

pelayanan sehingga 

pelayanan dapat 

terus ditingkatkan 
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Penanggung 

Jawab Alat 

Angkut 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 

tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

 
Perangkat 

Pengolah Data 

dengan 1 (satu) 

Mobile  Unit 

Border Control 

Management; 

Alat Perlengkapan 

Cap Keimigrasian. 

 

- Pegawai yang telah 
lulus dan diangkat 
menjadi PNS 
sesuai dengan 
kriterianya; 

- Pelaksana 
berkompeten dan 
memahami 
tugasnya; 

- Surat Keputusan 
Kepala  Kantor 
tentang 
pelaksanaan tugas 

 

1. Kepala Kantor 
Imigrasi, 

2. Kepala Seksi 
Lalintalkim 

 
3. Kepala Seksi 

Inteldakim 

 

4. Kasubsi 
Lantaskim 

 
6 Petugas 

 
Penanggung Jawab 

alat angkut reguler 

wajib menggunakan 

sistem informasi 

pemrosesan 

pendahuluan  data 

penumpang   dan 

melakukan 

kerjasama  dalam 

rangka 

pemberitahuan data 

penumpang melalui 

Simkim 

 

Evaluasi  perhari 
dan perkegiatan 
dan evaluasi 
pelayanan   minimal 
1 (satu) kali dalam 
sebulan  guna 
mengevaluasi 
pelayanan sehingga 
pelayanan dapat 
terus ditingkatkan 



 
 

No 

 
Jenis Produk 

Layanan 

 

 
Dasar Hukum 

Sarana dan 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas 

 
Kompetensi 
Pelaksana 

 
Pengawasan 

Internal 

 
Jumlah 

Pelaksana 

 
Jaminan 

Pelayanan 

 
Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Masuk dan Keluar Wilayah 

Indonesia di Tempat Pemeriksaan 

Keimigrasian; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap 

Keimigrasian. 

      

 
 
 
 

Mengetahui, 

Kepala Kantor, 

 
 
  

 
Lutfi 

NIP. 196912221991031001 
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